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Instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2008 tentang Kebijakan Perberasan mengintruksikan Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi pedesaan serta stabilitas ekonomi nasional. Seperti halnya di Kota Bandung, dalam upaya ketahanan pangan tersebut terdapat Peraturan Walikota Bandung No. 139 Tahun 2016 yang mengatur belanja subsidi kepada perusahaan umum Badan Urusan Logostik (BULOG) atau yang sering disebut program Raskin. 
Beras Miskin (Raskin) adalah salah satu program pemerintah untuk membantu masyarakat yang miskin dan rawan pangan, agar mereka mendapatkan beras untuk kebutuhan rumah tangganya. Program raskin tersebut merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan termasuk dalam Kluster I tentang Bantuan dan Perlindungan Sosial. Program tersebut merupakan sebuah upaya untuk mengurangi beban pengeluaran dari rumah tangga-rumah tangga miskin sebagai sebuah bentuk dukungan dalam meningkatkan ketahanan pangan dengan memberikan perlindungan sosial kepada rumah tangga-rumah tangga miskin melalui distribusi beras gratis dengan jumlah maksimal 15 kg/rumah tangga miskin/bulan.
Berkenaan hal diatas, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian mengenai implementasi kebijakan raskin di Kelurahan Maleber tersebut. Maka, peneliti mengambil judul penelitian Implementasi Kebijakan Raskin Gratis di Kelurahan Maleber Kecamatan Andir Kota Bandung.
Penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Raskin Gratis di Kelurahan Maleber Kecamatan Andir Kota Bandung terbatas pada teori mengenai implementasi kebijakan jika dilihat dengan teori Edward III. Teori Edward III terbagi menjadi 3 indikator yaitu KOmuikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Batasan selanjutnya adalah penelitian ini fokus pada bidang kajian implementasi kebijakan publik yang dilakukan oleh Kelurahan Maleber Kecamatan Andir dalam implementasi kebijakan raskin gratis. Lokus atau tempat/wilayah yang diambil oleh peneliti untuk penelitian di atas adalah RW 006 Kelurahan Maleber Kecamatan Andir Kota Bandung.
Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif, yaitu dengan tujuan agar peneliti dapat menggambarkan fenomena dan fakta yang terjadi dalam implementasi kebijakan raskin gratis. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif maka pada penelitian ini hanya menggunakan informan sebagai sumber data penelitian, sehingga untuk memperoleh data yang dibutuhkan secara jelas, mendetail, akurat dan terpercaya hanya bias diperoleh melalui informan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan melakukan studi dokumentasi. Narasumber atau informan yang akan diwawancarai oleh peneliti adalah Lurah Maleber Kecamatan Andir, Pegawai Kelurahan Maleber, Ketua RW, dan Masyarakat.




Instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2008 tentang Kebijakan Perberasan mengintruksikan Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi pedesaan serta stabilitas ekonomi nasional. Seperti halnya di Kota Bandung, dalam upaya ketahanan pangan tersebut terdapat Peraturan Walikota Bandung No. 139 Tahun 2016 yang mengatur belanja subsidi kepada perusahaan umum Badan Urusan Logostik (BULOG) atau yang sering disebut program Raskin.
Selain itu, peraturan perundangan yang menjadi landasan pelaksanaan program raskin adalah sebagai berikut :
1)	Undang-undang No. 7 Tahun 1996, tentang Pangan
2)	Undang-undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah
3)	Undang-undang No. 47 Tahun 2009, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010.
4)	Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2002, tentang Ketahanan Pangan
5)	Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2003, tentang Pendirian Perusahaan Umum Bulog.
6)	Peraturan Presiden RI No. 13 Tahun 2009, tentang koordinasi penanggulangan Kemiskinan.
7)	Intruksi Presiden No. 8 Tahun 2008, tentang Kebijakan Perberasan Nasional.
8)	Keputusan Menko Kesra No. 35 Tahun 2008, tentang Tim Koordinasi Raskin Pusat.
Beras Miskin (Raskin) adalah salah satu program pemerintah untuk membantu masyarakat yang miskin dan rawan pangan, agar mereka mendapatkan beras untuk kebutuhan rumah tangganya. Program raskin tersebut merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan termasuk dalam Kluster I tentang Bantuan dan Perlindungan Sosial. Program tersebut merupakan sebuah upaya untuk mengurangi beban pengeluaran dari rumah tangga-rumah tangga miskin sebagai sebuah bentuk dukungan dalam meningkatkan ketahanan pangan dengan memberikan perlindungan sosial kepada rumah tangga-rumah tangga miskin melalui distribusi beras gratis dengan jumlah maksimal 15 kg/rumah tangga miskin/bulan.
Secara khusus kepada Perum Bulog diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan yang penyediaannya mengutamakan pengadaan beras dari gabah petani dalam negeri. Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin (RTM) disamping itu program ini dimaksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokoknya sebagai salah satu hak dasar masyarakat. Hal ini merupakan salah satu program pemerintah baik pusat maupun daerah yang penting dalam peningkatan ketahanan pangan nasional. Program Raskin dapat dicapai melalui Koordinasi antara instansi/lembaga terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah koordinasi dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian dengan mengedepankan peran penting partisipasi masyarakat.
Terdapat beberapa unsur dalam Raskin, antara lain adalah Pedoman Pelaksanaan Program Raskin, Tim Koordinasi Program Raskin Provinsi, Tim Raskin Divisi Regional (Divre), Satker Raskin, Tim Koordinasi Raskin Kecamatan, Pelaksanaan Distribusi, Titik Distribusi, Rumah Tangga Miskin (RTM), Musyawarah Desa/Kelurahan, Beras Standar Kualitas Bulog, Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) Raskin. Namun, Tidak seluruh masyarakat Indonesia yang berhak atas Raskin, hanya mereka yang tergolong miskin dan rawan pangan di daerah tertentu mendapat hak untuk menerima Raskin. Untuk memilih kelompok yaitu sesuai kriteria yang ditetapkan data keluarga miskin dan rawan pangan dikumpulkan dari berbagai sumber seperti Kelurahan, LSM, dan sebagainya. Data tersebut dibawa ke musyawarah Desa untuk diteliti kebenarannya dan dikoreksi, apabila ada data yang rangkap atau yang tidak sesuai, kemudian musyawarah Desa memilih dan menetapkan keluarga yang termasuk paling miskin dan rawan pangan sesuai jumlah plafon yang disediakan. Pemilihan dapat menggunakan sistem rangking sehingga hanya mereka yang benar-benar paling miskin dan rawan pangan saja yang dipilih. Hasil musyawarah Desa perlu diketahui oleh seluruh masyarakat.
Jumlah beras yang diberikan kepada setiap keluarga miskin maksimum 20 kg beras setiap bulan dengan harga Rp. 1600/kg. Harga tersebut adalah harga di titik distribusi. Biaya dari titik distribusi ketempat masing-masing di tanggung oleh masing-masing penerima. Raskin dibagikan setiap bulan di titik distribusi, waktu pembagian setiap bulan sesuai jadwal yang disepakati. Titik distribusi yaitu lokasi yang disepakati yang diusahakan dekat dengan penerima. Lokasi tersebut adalah di Kelurahan atau di Balai Desa. Raskin dibagikan oleh petugas yang ditunjuk di titik distribusi yang bersangkutan.
Penanggungjawab pembagian Raskin di Desa/Kelurahan adalah Kepala Desa atau Lurah. Raskin berasal dari gudang Dolog/sub Dolog, beras tersebut diangkut dari gudang oleh Satgas Raskin ke setiap titik distribusi. Satgas Raskin terdiri dari petugas Dolog/sub Dolog/petugas Pemda atau yang ditunjuk.
Proses penyaluran beras miskin sering ditemui kendala-kendala, kendalanya bisa dari masyarakat bahkan dari aparaturnya itu sendiri. Jika ditemui para pengelola Raskin tersebut tidak jujur dan amanah dalam menjalankan tugasnya, dan uang Raskin tersebut tidak disetorkan kepada bulog hal ini sangat menghambat penyaluran Raskin bulan berikutnya dan yang menjadi korban adalah masyarakat.
Pelaksanaan program Raskin tahun 2016 di Kelurahan Maleber Kecamatan Andir Kota Bandung dikoordinasikan bersama tim koordinasi pelaksana Administrasi Perekonomian Setda Kota Bandung. Setelah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) ditetapkan melalui musyawarah Kelurahan Maleber, pihak Kecamatan selaku tim koordinasi tim kecamatan menerima daftar Nama-nama RTSPM yang disebut DPM 1 (Daftar Penerima Manfaat 1) pada saat penyaluran beras raskin melalui Kabag Administrasi Perekonomian Setda Kota Bandung melampirkan :
1.	Permohonan Penyaluran Raskin yang telah diketahui oleh Lurah Maleber, dilengkapi dengan pengajuan beras Raskin, surat pernyataan jaminan Kelurahan diatas materai 6000 dan Berita Acara Serah Terima Acara (BAST).
2.	Daftar Penerima Manfaat (DPM 1) dari masing-masing RW.
Setelah diajukan kepada Walikota Bandung melalui Bagian Administrasi Perekonomian Setda, tim Raskin Kota membuat pengajuan Raskin ke tingkat Provinsi Jawa Barat dengan melampirkan :
1.	Surat Permintaan Alokasi (SPA) Kota
2.	Surat Jaminan
3.	Kwitansi lunas pembayaran
Setelah jalur administrasi dilalui, tim koordinasi Raskin Kota akan menerima kartu DPM 1 dan buku panduan (Juknis) Raskin dari tingkat tingkat pusat, kartu DPM 1 serta buku Juknis Raskin tersebut dibagikan keseluruh Kecamatan yang ada di wilayah Kota Bandung, dan oleh Kecamatan dibagikan kembali ke tingkat Kelurahan. Setelah kartu DPM 1 dan buku juknis raskin diterima Kecamatan, Raskin siap untuk didistribusikan ke tingkat Kelurahan, dan Kelurahan sebagai Pelaksana titik distribusi Tingkat Kelurahan membagikan beras Raskin tersebut kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM), melalui RW dan RT.
Kelurahan Maleber menjadi tolak ukur keberhasilan program bagi kelurahan-kelurahan lain. Kelurahan Maleber memiliki 11 RW dan 537 orang penerima raskin gratis dari pemerintah. Data jumlah warga yang menerima raskin sebagai berikut :
Tabel 1.1
Jumlah Warga yang Menerima Raskin di Kelurahan Maleber 






	Sumber : Kelurahan Maleber diolah peneliti, 2017

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 sebanyak 537 warga mendapatkan raskin gratis dengan pembagian di 11 RW. Selanjutnya, berikut ini adalah data warga yang menerima raskin pada tahun 2016:
Tabel 1.2
Jumlah Warga yang Menerima Raskin di Kelurahan Maleber 
Kecamatan Andir Kota Bandung Tahun 2016
RW 01	RW 02	RW 03	RW 04	RW 05	RW 06	RW 07	RW 08	RW 09	RW 10	RW 11	TOTAL
30	43	40	44	35	96	75	52	42	30	50	537

Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa RW 06 memiliki jumlah warga lebih banyak menerima raskin daripada RW yang lain. Hal ini pula yang menjadi alas an penulis meneliti program raskin pada RW 06 khususnys dan di Kelurahan Maleber pada umumnya. Program ini mencakup seluruh provinsi, sementara tanggung jawab dari distribusi beras dari gudang sampai ke titik distribusi di Kelurahan dipegang oleh Perum BULOG. Beberapa permasalahanpun muncul dalam implementasi program Raskin tersebut, salah satunya ialah ketidaksesuaian data masyarakat miskin dari BPS dengan fakta di lapangan. Hal ini tentu sangat berpengaruh kepada implementasi program yang diharapkan tepat sasaran. Selanjutnya, keseimbangan antara kuota beras dengan RTSPM masih belum seimbang. Hal ini tentu saja menjadi permasalahan di Kelurahan Maleber. Peneliti ingin mengetahui, apa saja kendala yang dihadapi oleh aparat Kelurahan Maleber dalam pengimplementasian kebijakan ini.
Berkenaan hal diatas, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian mengenai implementasi kebijakan raskin di Kelurahan Maleber tersebut. Maka, peneliti mengambil judul penelitian Implementasi Kebijakan Raskin Gratis di Kelurahan Maleber Kecamatan Andir Kota Bandung.
Ada dua maksud tertentu yang peneliti  ingin mencapainya dalam hal menetapkan fokus. Pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi. Jadi dalam hal ini fokus akan membatasi bidang  inkuiri.
Kedua penetapan fokus itu berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi atau memasukkan dan mengeluarkan (inclusion dan exclusion criteria) suatu informan yang baru diperoleh dilapangan. Dengan bimbingan dan arahan suatu fokus, seorang peneliti tahu persis data mana yang perlu dikumpulkan dan mana pula yang tidak, jadi dengan penetapan fokus yang jelas dan mantap seorang peneliti dapat membuat keputusan yang tepat tentang data mana yang akan dikumpulkan dan mana yang tidak perlu dijamah ataupun mana yang akan dibuang.
Penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Raskin Gratis di Kelurahan Maleber Kecamatan Andir Kota Bandung terbatas pada teori mengenai implementasi kebijakan jika dilihat dengan teori Edward III. Batasan selanjutnya adalah penelitian ini fokus pada bidang kajian implementasi kebijakan publik yang dilakukan oleh Kelurahan Maleber Kecamatan Andir dalam implementasi kebijakan raskin gratis. Lokus atau tempat/wilayah yang diambil oleh peneliti untuk penelitian di atas adalah RW 006 Kelurahan Maleber Kecamatan Andir Kota Bandung.

1.2	Rumusan Masalah
Berdasarkan batasan masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :
1.	Bagaimana prosedur pelaksanaan program raskin gratis di Kelurahan Maleber?
2.	Bagaimana kelebihan dan kekurangan dari berlakunya kebijakan raskin yang dibagikan secara gratis?

1.3	Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah:
1.	Untuk mengetahui bagaimana penerapan implementasi kebijakan raskin gratis di Kelurahan Maleber
2.	Untuk mengetahui bagaimana kelebihan dan kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan

1.4	Manfaat Akademik
1)	Manfaat yang diharapkan atas penelitian ini adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai implementasi kebijakan raskin gratis di RW 006 Kelurahan Maleber.
2)	Manfaat selanjutnya, diharapkan pula dapat dijadikan bahan rujukan untuk penelitian yang kajiannya sama
3)	Manfaat ketiga, diharapkan pula hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan bacaan dan kepustakaan

1.5	Manfaat Praktis
1.	Bagi Praktisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang bermanfaat kepada Kelurahan Maleber dalam menyikapi suatu kebijakan yang di terapkan di masyarakat.
2.	Manfaat yang diharapkan selanjutnya adalah dijadikan bahan rujukan masyarakat untuk lebih peka dan mengerti mengenai implementasi kebijakan yang berada di tengah-tengah masyarakat

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR
2.1.	Kajian Pustaka
2.1.1.	Penelitian Terdahulu
2.1.1.1.	Hasil Penelitian Rina Maryana
Peneliti ini mengambil judul Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) di Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang tahun 2010. Beras Miskin (Raskin) adalah Program Pemerintah untuk membantu masyarakat yang miskin dan rawan pangan agar mereka mendapat beras murah untuk kebutuhan rumah tangganya. Namun pada saat implementasi kebijakan tersebut tidak dapat berjalan seperti apa yang diharapkan, dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi terhambatnya implementasi tersebut. Yaitu faktor ekonomi masyarakat RTS-PM di Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang masih rendah. Sistem kolektif yang belum maksimal, pembentukan tim yang belum berkompeten belum bekerja sesuai harapan, kesadaran RTS-PM untuk membayar Raskin masih rendah, biaya operasional Raskin belum maksimal, masih ditemukannya beras dengan kualitas rendah. Sumber daya aparatur masih rendah, lemah dalam melaksanakan fungsi kontrol terhadap Pelaksanaan Program Raskin di wilayah Kelurahan Kabayan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program Raskin di Kelurahan Kabayan pada tahun 2010. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat Implementasi tersebut sehingga pembayaran Raskin di Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang pada tahun 2010 terlambat. Penelitian ini didasarkan pada teori Merilee S Grindle, dimana menurut Grindle dalam teori Implementasinya bahwa untuk mengukur keberhasilan implementasi harus dilihat dari prosesnya, dimana teori ini akan melihat dan menelaah bagaimana Proses Implementasi Beras Miskin di Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang tahun 2010. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Pendekatan Kualitatif. Instrumen penelitiannya adalah peneliti sendiri. Teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Adapun hasil dalam penelitian ini berdasarkan wawancara dengan Informan Penelitian Program Raskin di Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang Implementasi tersebut tidak sesuai dengan tujuan, dan belum berjalan dengan baik sesuai dengan harapan apa yang diharapkan.

2.1.1.2.	Hasil Penelitian Maryam Musawa
Program Beras Miskin untuk Rumah Tangga Miskin tujuannya adalah mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Sasaran program Raskin tahun 2008 adalah berkurangnya beban pengeluaran 19.1 juta Rumah Tangga Miskin (RTM) berdasarkan data BPS, melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 10 Kg/RTM/bulan selama 10 bulan dengan harga tebus Rp. 1.600 per kg netto di titik distribusi. Sasaran program Raskin tahun 2009 adalah data RTS yang dikirimkan oleh BPS dengan identitas jelas, yaitu kartu yang tertulis by name and by address dengan jatah 15 kg per KK selama 12 bulan. Tetapi, Program Beras Miskin untuk Rumah Tangga Miskin. hingga kini masih memunculkan beberapa permasalahan, diantaranya adalah pendistribusian belum tepat sasaran, belum tepat jumlah dan belum tepat waktu, data RTS dari BPS dengan data penerima Raskin tidak sama, serta adanya kebijakan Bagito (dibagi rata) mengakibatkan jumlah beras yang diterima RTM relatif sedikit, sehingga kurang bermanfaat bagi penerima. Hasil penelitian di Kelurahan Gajahmungkur kota Semarang, menunjukkan bahwa waktu yang terbatas pada saat tahap perencanaan menyebabkan program pelaksanaan Raskin terkesan “dipaksakan”. Keterbatasan waktu tersebut turut mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan masing-masing tahapan dan keseluruhan program. Dalam penargetan ditemui adanya kesalahan sasaran (mistargeting) meskipun dalam tingkat yang relatif rendah. Hal ini terindikasi dari adanya rumah tangga tidak miskin yang menjadi penerima Raskin (leakage) dan adanya rumah tangga miskin yang belum menjadi penerima (undercoverage). 
Pelaksanaan yang tidak sama dengan petunjuk yang sudah ada dalam Program Raskin serta kualitas beras yang disarankan, mengakibatkan adanya pengaduan dari masyarakat. Selain itu, penyimpangan yang terjadi karena tidak tepatnya jumlah beras yang diperoleh para Rumah Tangga Miskin (RTM) penerima manfaat Raskin, yang seharusnya berdasarkan PAGU Raskin setiap RTM menerima beras sejumlah 15 kg tetapi yang diperoleh hanya sekitar 5 kg per RTM/RTS, karena akibat dari Bagito. 
Selain itu, permasalahan yang muncul menyangkut pentargetan dan penyaluran Program Beras Miskin terkait dengan lemahnya sosialisasi program. Hasil wawancara penulis dengan Bapak Riadi, SE. sebagai Kasi Pelayanan Publik Bulog Sub Divre I Semarang, menyatakan bahwa lemahnya sosialisasi terjadi di semua tahapan pelaksanaan, mulai dari proses pendataan hingga mekanisme pengaduan. Sosialisasi kepada masyarakat bisa dikatakan tidak dilakukan. Meskipun sosialisasi untuk jajaran Pemda dilakukan, namun agak terlambat dan informasinya hanya tentang rencana pendataan. Hal ini diperparah dengan tidak tersedianya petunjuk pelaksanaan program yang menyeluruh di tingkat Pemda. Bahkan beberapa surat yang terkait dengan pelaksanaan Raskin dari pemerintah pusat yang sebenarnya dapat dijadikan dasar hukum Pemda setempat, seperti Inpres, SK Menko Kesra dan SK Mendagri, terlambat datang atau bahkan tidak diterima. Di satu pihak, minimnya sosialisasi pada tahap pendataan dapat mengurangi munculnya moral hazard dalam penentuan target. Di pihak lain, kurangnya sosialisasi secara menyeluruh justru mendorong munculnya salah persepsi dan kecemburuan sosial. Secara kelembagaan, di daerah tidak ada yang merasa bertanggung jawab untuk melakukan sosialisasi, sedangkan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) sebagai penanggung jawab sosialisasi nasional hanya melakukan sosialisasi melalui media cetak dan media elektronik yang jangkauannya terbatas dan hanya dapat diakses oleh kalangan tertentu. 
Upaya penyebaran brosur tentang kriteria rumah tangga miskin pun, selain datangnya terlambat, jumlahnya terbatas, juga kurang informatif bagi masyarakat umum. Selain itu, kelembagaan yang menangani pengaduan dan pemantauan program juga tidak berjalan di semua wilayah. Dalam implikasinya, perlu upaya penyempurnaan kartu penerima program yang harus dikoordinasikan dengan RT, RW dan Kelurahan penerima Raskin sehingga transparan dan akuntabel. Untuk konsep pengelolaan ke depan, mengadakan sensus rumah tangga untuk mengumpulkan data sosial-ekonomi rumah tangga, termasuk struktur demografi dan karakteristik rumah tangga. Hasil sensus tersebut selanjutnya dipergunakan sebagai informasi dasar untuk melakukan analisis diskriminan guna memisahkan penduduk miskin dengan penduduk bukan miskin. Secara teoritis program Raskin memang berpotensi sebagai program penanggulangan kemiskinan menyeluruh. Program ini dapat menjadi alat bagi pemerintah untuk menanggulangi kesenjangan di masyarakat saat kondisi perekonomian sedang krisis. Namun demikian, pelaksanaannya memerlukan persiapan, perencanaan serta rancang bangun yang tepat, dan perlu diperhatikan masalah yang berkaitan dengan ketergantungan masyarakat terhadap bantuan dari pemerintah serta persoalan strategi pengakhiran program (exit strategy.) 
Selain itu, pemerintah juga perlu memperhatikan beberapa hal berkaitan dengan penerapan program pemberian bantuan keluarga miskin.Pertama, diperlukannya percontohan dengan skala kecil sebelum program ini dijalankan secara nasional. Kedua, bahwa program bantuan keluarga miskin yang lain hendaknya bisa memberdayakan masyarakat miskin agar mereka kelak bisa keluar dari kemiskinan. Dalam hal ini, pemberdayaan keluarga miskin merupakan salah satu faktor kunci bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat secara umum yang juga perlu mendapat perhatian. Harapan terbesar dari pelaksanaan Program Raskin ini adalah sesuai dengan tujuan Program Raskin yaitu mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Miskin melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Akan tetapi diharapkan pula pemerintah merancang program lain yang dapat memberdayakan masyarakat miskin tersebut, sehingga tidak terlalu bergantung pada program bantuan dari pemerintah.

2.1.1.3.	Relevansi dengan Hasil Penelitian Terdahulu
Berdasarkan dua penelitian tersebut sebelumnya, akhirnya penelitian yang peneliti lakukan berkaitan dengan implementasi kebijakan raskin gratis di Kelurahan Maleber Kecamatan Andir. Penelitian bertujuan mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan mengenai penerapan raskin gratis di Kelurahan Maleber Kecamatan Andir. Berikut ini akan ditampilkan matrik perbandingan dari satu penelitian sebelumnya mengenai penerapan raskin gratis di Kelurahan Maleber Kecamatan Andir.
Tabel 2.1
Relevansi Hasil Penelitian Terdahulu dengan Tesis Peneliti
Nama 	Judul 	Teori yang Digunakan	Persamaan dan Perbedaan
Rina Maryana	Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) di Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang tahun 2010	Teori impementasi kebijakan yang yang dikemukanan oleh Merilee S Grindle	Persamaan penelitian Rina Maryana dengan peneliti terletak ada persamaan teori implementasi
			Kebijakan yang diakukan.Selanjutnya, sama sama menggunakan raskin sebagai objek penelitianPerbedaan antara penelitian Rina dengan peneliti, terletak pada lokus permasalahanSelanjutnya, para ahli yang digunakan sebagai sandaran teori Selanjutnya, permasalaha di lapangan yang berbeda
Maryam Musawa	Studi Implementasi Program Beras Miskin (raskin) di Wilayah Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan	Teori impementasi kebijakan yang yang dikemukanan oleh Merilee S Grindle	Persamaan peneliti dengan penelitian hasil Maryam adalah variable yang sama yaitu implementasi
	Gajahmungkur, Kota Semarang.		program/kebijakanSelanjutnya, sama-Sama meneliti mengenai raskin di KelurahanPerbedaan yang terdapat pada penelitian Maryam dengan peneliti adalah Maryammengambil teori Grindle dalam memformulasikan metode penelitiannyaSelanjutnya, maryam mengambil lokasi penelitian di Semarang, sedangkan peelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah Kelurahan Maleber
Sumber: diolah peneliti, 2017

Penelitian-penelitian sejenis ini telah dilakukan sebelumnya, sebab penelitian-penelitian terdahulu dirasa sangat penting dalamsebuah penelitian yang akan dilakukan. Setelah memahami berbagai perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti, maka tampak tingkat keaslian penelitian ini, sehingga penelitian terdahulu menjadi daya dukung dan memberikan inspirasi bagi peneliti untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas dan orisinal.

2.1.2.	Konsep Administrasi Publik
Administrasi publik dimaksudkan untuk lebih memahami hubungan pemerintah dengan publik serta meningkatkan  responsibilitas kebijkan terhadap kebutuhan publik, dan juga melembagakan praktek-praktek manajerial agar terbiasa melaksanakan suatu kegiatan dengan efektif, efesien dan rasional
Peran administrasi publik dalam suatu negara sangat vital sehingga Karl Polangi mengatakan bahwa kondisi ekonomi suatu negara sangat tergantung pada dinamika administrasi publik.
Dimock & Dimock membagi empat komponen administrasi publik yaitu: (1) apa yang dilakukan pemerintah: pengaruh kebijakan, tindakan-tindakan politis, dasar-dasar wewenang, lingkungan kerja pemerintah, penentuan tujuan, kebijakan administratif kedalam rencana-rencana, (2) Bagaimana pemerintah mengatur  organisasi, personalia, pembiayaan, usaha, struktur administrasi dari segi formalnya, (3) bagaimana para administrator mewujudkan kerjasama, (4) bagaimana pemerintah tetap bertanggung jawab baik pengawasan eksekutif, yudkatif dan legislatif.
Ruang lingkup administrasi publik adalah (1) kebijakna publik, (2) birokrasi publik, (3) managemen Publik, (4) Kepemimpinan,  (5) pelayanan Publik, (6) Administrasi kepegawaian, (7) Kinerja, (8) etika administrasi publik.
G. Fredrickson (1984) mengemukakan enam paradigma administrasi publik yaitu: 
Birokrasi klasik yang berfokus pada struktur organisasi dan fungsi, prinsip manajemen sedangkan lokusnya adalah berbagai jenis organisasi, baik pemerintah maupun bisnis. Nilai pokok yang mau diwujudkan adalah efesiensi, efektifitas ekonomi dan rasional. Tokohnya adalah Weber (Bereucrasy, 1922), Wison (The Study of public administration, 1887), Tylor, (Scientific management, 1912) dan gullic dan Urwick (Paper on the Science of administration, 1937)
Birokrasi Neo Klasik memuat nilai yang dianut sama dengan paradigma birokrasi klasik, namun yang berbeda adalah fokus pada proses pengambilan keputusan  dengan perhatian khusus pada penerapan ilmu prilaku, ilmu manajemen, analisa sistem dan penelitian operasi sementara lokusnya adalah keputusan yang dihasilkan birokrasi pemerintah.  Tokohnya adalah Simon (Administrasi Behaviour, 1984) Cyer dan March (Abehavioral Theory of the firm, 1963)
Kelembagaan yang berfokus pada pemahaman mengenai prilaku birokrasi yang dipandang juga sebagai suatu organisasi yang kompleks. Masalah efesiensi, efektivitas dan produktivitas organisasi kurang mendapat perhatian. Salah satu perilaku organisaisasi yang diungkapkan dalam paradigma ini adalah perilaku pengambilan keputusan yang bersifat gradual dan increamental yang oleh Limbdon dipandang sebagai satu-satunya cara untuk memadukan kemampuan dan keahlian birokrasi dengan preferensi kebijkana dan berbagai kemungkinan bias dari pejabat politis.
Hubungan kemanusiaan yang intinya adalah keikut sertaan dalam pengambilan keputusan, minimasi perbedaan dan status dan hubungan antar pribadi, keterbukaan, aktualisasi diri dan optimasi tingkat kepuasan, fokusnya adalah dimensi-dimensi kemanusiaan dan aspek social dalam tiap jenis organisasi atau birokrasi.  Tokohnya Rennis Likert (The Human organizations its managemen and value, 1967)
Pilihan Publik, lokus administrasi negara menurut paradigma ini tak terlepas dari politik. Fokusnya adalah pilihan-pilihan untuk melayani kepentingan publik akan barang dan jasa yang harus diberikan oleh sejumlah organisasi yang kompleks, Tokohnya Ostrom (1973) Tullock (1968).
Administrasi negara baru: lokusnya adalah usaha untuk mengorganisasikan, menggambarkan dan mendesain ataupun membuat organisasi dapat berjalan kearah dengan mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan secara maksimal yang dilaksanakan dengan menggambarkan sistem desentralisasi dan organisasi-organisasi demokratis yang responsif dan mengundang partisipasi dan peran seerta dan dapat meberikan secara merata jasa-jasa yang diperlukan masyarakat. Karakteristiknya adalah menolak bahwa para administrator dan teori administrasi bersifat netral atau bebas nilai.
Paradigma selanjutnya yakni, Reinventing Government bahwa pemerintah harus bersifat katalik, meberdayakan masyarakat, mendorong semangat kompetisi, berorientasi pada misi, mementingkan hasil dan bukan cara, mengutamakan kepentingan pelanggan, berjiwa wirausaha, selalu berupaya mencegah masalah atau bersikap antisipatif, desentralistis dan berorientasi pasar.
Paradigma New Pablic Management (NPM) mengemukakan tujuh komponen doktrin yaitu (1) pemanfaatan manajemen profesional, (2) penggunaan indikator kerja, (3) penggunaan yang lebih besar pada control output, (4) Pergeseran perhatian ke unit-unit terkecil, (5) pergeseran kekompetisi yang lebih tinggi, (6) penekanan gaya sector swasta pada praktek manajemen dan (7) penekanan pada sdisiplin dan penghematan yang lebih tinggi dalam penggunaan sumber daya. Paradigma New Public Service (NPS) administrasi publik harus (1) melayani warga masyarakat bukan sebagai pelanggan, (2) Mengutamakan kepentingan Publik, (3) lebih menghargai kewarganegaraan daripada kewirausahaan, (4) berikir strategis, bertindak demokratis, (5) menyadari bahwa akuntabilitas bukan merupakan suatu yang mudah, (6) melayani dari pada pengendalian, (7) menghargai orang bukan karena produktivitasnya semata. (Hood dan Denhart)
Administrasi Publik (Inggris:Public Administration) atau Administrasi Negara adalah suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif serta hal- hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggara negara.

Secara sederhana, administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana pengelolaan suatu organisasi publik. Kajian ini termasuk mengenai birokrasi; penyusunan, pengimplementasian, dan pengevaluasian kebijakan publik; administrasi pembangunan; kepemerintahan daerah; dan good governance.

2.1.3.	Konsep Kebijakan Publik
Menurut Winarno, (2002: 14) “istilah kebijakan digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu”.
W.l. Jenkins dalam Abdul Wahab, (2008: 40) menyebutkan bahwa kebijakan sebagai “a set of interrelated decision concerning the selection of goal and the means of archieving them within a specified situation…” hal tersebut dapat diartikan sebagai serangkaian keputusan-keputusan yang saling terkait, berkenaan dengan pemilihan tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapainya dalam situasi tertentu.
Sedangkan menurut J.K Friend (1974) dalam Wahab, (2008: 40) mengatakan bahwa “policy is essentially a stance which, once articulated, contributes to the context within which a succession of future decision will be made” hal tersebut dapat diartikan bahwa kebijakan pada hakikatnya adalah suatu bentuk penyikapan tertentu yang sekali dinyatakan, akan mempengaruhi keberhasilan keputusan-keputusan yang akan dibuat. Menurut Cunningham dalam
Wahab, (2008: 41) “policy is rather like the elephant you recognize it when you see it but cannot easily define it.” Hal tersebut dapat diartikan bahwa kebijakan itu. 
Berdasaskan pendapat di atas, bahwa kebijakan merupakan suatu keputusan tetap yang bersifat konsisten dan pengulangan dari orang yang membuat maupun yang menjalankan keputusan tersebut, juga keputusan ini dapat dijadikan sebuh pedoman tindakan pimpinan dan bawahan pada semua tingkatan dan berbagai fungsi. Sementara itu, Mustopadidjaja (1992:30) memberikan pengertian bahwa “Kebijakan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan pemerintah, seperti perilaku negara pada umunya dan kebijakan tersebut dituangkan dalam bentuk peraturan.”
Dewasa ini istilah kebijakan lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan pemerintah serta perilaku Negara pada umumnya, atau seringkali diberikan makna sebagai tindakan politik. Hal ini semakin jelas dengan adanya konsep kebijakan dari Carl Freidrich (Irfan Islami, 2001:3) yang mendefinisikan kebijakan sebagai berikut : “ …a proposed course of action of a person, group, or government within a given environment providing abstacles and opportunities which the policy was proposed to utilize and overcome in and effort to reach a goal or realize an objective or a purpose“ (….serangkaian tindakan yang yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan- kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan untuk mencapai tujuan).
James E. Anderson mendefinisikan kebijaksanaan itu adalah “a purposive course of action followed by an actor or set actors in dealing with a problem or metter of concern “ (serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu). Sedangkan Amara Raksasataya  menyebutkan  bahwa  kebijaksanaan  adalah  suatu  taktik  dan Strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. 
Suatu kebijaksanaan harus memuat 3 (tiga) elemen, yaitu:
1.	Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai.
2.	Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
3.	Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Sedangkan pemahaman mengenai kebijakan publik sendiri masih terjadi adanya silang pendapat dari para ahli. Namun dari beberapa pendapat mengenai kebijakan publik terdapat beberapa persamaan, diantaranya yang disampaikan oleh Thomas R. Dye (Irfan Islamy, 2001:18) yang mendifinisikan kebijakan publik sebagai “is whatever government chose to do or not to do” (apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka harus ada tujuannnya (obyektifnya) dan kebijakan negara itu harus meliputi semua “tindakan” pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Disamping itu, “sesuatu yang tidak dilaksanakan” oleh pemerintahpun termasuk kebijaksanaan negara. Hal ini disebabkan karena “sesuatu yang tidak dilakukan “oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh (dampak) yang sama besarnya dengan seauatu yang dilakukan oleh pemerintah.
George C. Edward III dan Ira Sharkansky memiliki pendapat yang hampir sama dengan Thomas R. Dye mengenai kebijakan publik, yaitu “...is what government say to do or not to do, it is goals or purposes of government program …” (…adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah, kebijakan public itu berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah…). Namun dikatakan bahwa kebijakan publik itu dapat ditetapkan secara jelas dalam peraturan-peraturan perundang- undangan atau dalam bentuk pidato-pidato pejabat teras pemerintah ataupun berupa program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah (Irfan Islamy, 2001: 19)
Oleh karenanya dalam terminologi ini, kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi persoalan-persoalan riil yang muncul ditengah-tengah masyarakat untuk dicarikan jalan keluar baik melalui peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, keputusan pejabat birokrasi dan keputusan lainnya termasuk peraturan daerah, keputusan pejabat politik dan sebagainya.
Dalam perannya untuk pemecahan masalah, Dunn (1994: 30) berpendapat bahwa tahap penting dalam pemecahan masalah publik melalui kebijakan adalah :
1.	Penetapan agenda kebijakan (agenda setting)
2.	Formulasi kebijakan (policy formulation)
3.	Adopsi kebijakan (policy adoption)
4.	Implementasi  kebijakan  (policy implementation)
5.	Penilaian kebijakan (policy assessment)
Setiap tahap dalam pengambilan kebijakan harus dilaksanakan dan dengan memperhatikan sisi ketergantungan masalah satu dengan yang lainnya.
Proses penetapan kebijakan atau yang sering dikenal dengan policy making process, menurut Shafrits dan Russel dalam Keban (2006: 63) :
1.	Merupakan agenda setting dimana isu-isu kebijakan diidentifikasi,
2.	Keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan kebijakan,
3.	Tahap implementasi kebijakan, 
4.	Evaluasi program dan analisa dampak, 
5.	Feedback yaitu memutuskan untuk merevisi atau menghentikan. 

Proses kebijakan diatas bila diterapkan akan menyerupai sebuah siklus tahapan penetapan kebijakan. Dengan demikian kebijakan publik adalah produk dari pemerintah maupun aparatur pemerintah yang hakekatnya berupa pilihan-pilihan yang dianggap paling baik, untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi publik dengan tujuan untuk dicarikan solusi pemecahannya secara tepat, cepat dan akurat, sehingga benar adanya apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan pemerintah dapat saja dipandang sebagai sebuah pilihan kebijakan.

2.1.4.	Tahapan Proses Kebijakan
Adapun proses pembuatan kebijakan publik menurut Dunn dapat dilihat sebagai berikut :
1)	Penyusunan Agenda : Pada tahap ini adalah tempat dimana para masalah disaring atau dipilih kita-kira  masalah mana yang pastas diagendakan untuk dijadikan masalah pubik, masalah yang kira-kira paling penting haruslah menjadi prioritas.
2)	Formulasi Kebijakan : Para pejabat merumuskan alternative kebijakan untuk mengatasi masalah. Alternatif kebijakan melihat perlunya membuat perintah eksekutif keputusan peradilan dan tindakan legistkatif.
3)	Adopsi Kebijakan : Alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislative, konsesus diantara direktur lembaga atau keputusan peradilan.
4)	Implementasi Kebijakan : Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia.
5)	Penilaian Kebijakan: Unit–unit pemeriksaan dan akutansi dalam pemerintahan menentukan apakah badan-badan eksekutif, legislatif dan Yudikatif memenuhi persyaratan perundang-undangan dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan. 

Menurut Gupta (2001) dalam Madani (2011, 29-30) menyatakan :
Proses kebijakan atau siklus kebijakan atau formasi kebijakan adalah ketika pemerintah menganggap sebagai suatu yang serius dan penanganan terhadap isu tertentu. Isu seperti inilah yang kemudian masuk ke dalam agenda settting. Dalam kaitannya dengan permasalahan agenda setting, maka terdapat dua macam agenda itu, yaitu agenda pemerintahan atau agenda kelembagaan dan agenda non kelembagaan atau sistemik. Agenda kelembagaan adalah pada segi pemerintah melakukan tindakan, sementara itu agenda non kelembagaan atau sistemik adalah ketika pemerintah menolak tindak tersebut.

2.1.4.	Implementasi Kebijakan Publik
Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Kamus Webster, merumuskan secara pendek bahwa to implement (mengimplementasikan) berarti to provide the means for carryingout (menyedia-kan sarana untuk melaksanakan sesuatu), to give practical effect to (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertai sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu itu. (Wahab, 1997: 67).
Implementasi kebijakan, sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari pada itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan (Grindle, 1980). Bahkan Udoji (dalam Wahab, 2002: 59) mengatakan bahwa “the execution of policies is as important if not more important than policy making. Policies will remain dreams or blue print file jackets unless they are implemented” (pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplemantasikan).
Metter dan Horn (1975: 6) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh publik maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Definisi ini menyiratkan adanya upaya mentransformasikan keputusan kedalam kegiatan operasional, serta mencapai perubahan seperti yang dirumuskan oleh keputusan kebijakan.
Menurut Michael Howlett dan Ramesh (1995:153) mengenai implementasi kebijakan, menerangkan bahwa : ”after a public problem has made its way to the policy agenda, various options have been proposed to resolved it, and government has made some choice among those options, what remains is putting the decision into practice”...the policy implementation is defined as the process whereby programs or policies are carried out; its denotes the translation of plans into practice” (setelah masalah publik ditentukan, maka itu merupakan jalan menuju agenda kebijakan, bermacam pilihan telah ditentukan untuk memecahkannya, dan pemerintah telah membuat beberapa pilihan dari alternatif tersebut, yang menempatkan keputusan menjadi pelaksanaan, ...implementasi kebijakan merupakan proses dari sebuah program atau kebijakan dilaksanakan; yang ditandai dengan terjemahan dari rencana menuju pelaksanaan”.
Senada dengan apa yang dikemukakan para ahli diatas, Winarno (2002:29) mengemukakan bahwa ”suatu program kebijakan akan hanya menjadi catatan-catatan elit saja jika program tersebut tidak dimplementasikan”. Artinya, implementasi kebijakan merupakan tindak lanjut dari sebuah program atau kebijakan, oleh karena itu suatu program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah.
Pandangan lain mengenai implementasi kebijakan dikemukakan oleh William dan Elmore sebagaimana dikutip Sunggono (1994: 139), didefinisikan sebagai “keseluruhan dari kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan”. Sementara Mazmanian dan Sabatier (Wibawa dkk, 1986: 21) menjelaskan bahwa mempelajari masalah implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang nyata terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan negara, baik itu usaha untuk mengadministrasikannya maupun usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat ataupun peristiwa-peristiwa. Sedangkan Wibawa (1992: 5), menyatakan bahwa “implementasi kebijakan berarti pelaksanaan dari suatu kebijakan atau program”.
Pandangan tersebut di atas menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif  yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri target group, melainkan menyangkut lingkaran kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya membawa konsekuensi logis terhadap dampak baik yang diharapkan (intended) maupun dampak yang tidak diharapkan (spillover/negatif effects).
Lineberry dalam Putra (2001: 81) menyatakan bahwa proses implementasi setidak-tidaknya memiliki elemen-elemen sebagai berikut:
1)	Pembentukan unit organisasi baru dan staf pelaksana; 
2)	Penjabaran tujuan keberhaislan aturan pelaksana (Standar Operating Procedures/ SOP); 
3)	Koordinasi sebagai sumber dan pengeluaran kepada kelompok sasaran; 
4)	Pembagian tugas di dalam dan di antara dinas-dinas/badan pelaksana;
5)	 Pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan.

Implementasi kebijakan dimaksud untuk memahami apa yang terjadi setelah suatu program dirumuskan dan dilaksanakan, serta apa dampak yang ditimbulkannya. Di samping itu, implementasi kebijakan tidak hanya terkait pada persoalan birokrasi administratif saja melainkan juga mengkaji faktor-faktor lingkungan (di luar birokrasi) seperti Organisasi Kemasyarakatan, hal ini untuk menghindari pertentangan dalam pelaksanaan antar-implementers (antara unit birokrasi dan non birokrasi) yang berpengaruh pada proses implementasi kebijakan.
Setelah mengetahui bagaimana pentingnya suatu implementasi suatu kebijakan. Untuk itu perlu diketahui mengenai aktivitas-aktivitas dalam persiapan proses implementasi. Menurut Darwin (1998) “setidaknya terdapat empat hal penting yaitu pendayagunaan sumber, pelibatan orang atau sekelompok orang dalam implementasi, interpretasi, manajemen program, dan penyediaan layanan dan manfaat pada public” (Widodo, 2007:89). 
Selain itu menurut Jones (1991: 296) aktivitas implementasi kebijakan terdapat tiga macam, antara lain sebagai berikut :
1)	Organisasi: Pembentukan atau penataan kembali sumberdaya, unit-unit serta metode untuk menjadikan kebijakan dapat berjalan. 
2)	Interpretasi: Menafsirkan agar kebijakan (seringkali dalam hal status) menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. 
3)	Penerapan: Ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan kebijakan 

Berdasarkan kedua pendapat para ahli kebijakan tersebut, maka yang perlu kita cermati ialah melihat perhatian dan persiapan dalam proses implementasi kebijakan interpretasi, organisasi, penyediaan sumberdaya, dan manajemen program, serta penyedian layanan dan manfaat pada publik. Atas dasar ini, maka masalah implementasi semakin lebih jelas dan luas. Implementasi itu merupakan proses yang memerlukan tindakan-tindakan sistematis, terencana dari pengorganisasian, interpretasi, dan penerapannya (Widodo, 2007: 90). Dengan demikian kompleksitas implementasi bukan saja ditunjukan oleh banyaknya aktor atau unit organisasi yang terlibat, tetapi juga dikarenakan proses implementasi dipengaruhi oleh berbagai variabel yang kompleks, baik variabel yang individual maupun variabel organisasional, dan masing-masing variabel pengaruh tersebut juga saling berinteraksi satu sama lain (Nawawi, 2009: 134-135).
Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah-langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi turunan dari kebijakan publik tersebut. 
Misi adalah raison d’etre, atau alasan mengapa organisasi hadir atau eksis. Jadi, misi menentukan kemana akan pergi, atau visi. Jika misi melekat pada organisasi, dan tidak berubah selama organisasi ada, kecuali jika organisasi dirombak atau direformasi, visi melekat pada individu yang memimpin organisasi. Kebijakan diturunkan berupa program-program, yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerja sama pemerintah-masyarakat. Program, proyek, dan kegiatan merupakan bagian dari implementasi kebijakan. Kebijakan publik-sejak formulasi hingga implementasi perlu mengikuti kaidah-kaidah tersebut, karena kaidah tersebut memang bersifat given atau dapat ditolak.
Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena disini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep, muncul di lapangan (Nugroho. 2008: 436). Menurut Winarno, (2007: 151), yang terpenting ialah menjaga konsistensi implementasi kebijakan tersebut. Batasan mengenai apa yang dimaksud dengan implementasi kebijakan telah diketahui maka langkah selanjutnya adalah perlunya mengetahui model dari proses implementasi kebijakan untuk pemahaman lebih lanjut. Proses implementasi bermula ketika tujuan-tujuan dan sasaran ditetapkan pada awal suatu kebijakan.


2.1.5.	Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan
Menurut Hogwood dan Gunn (Wahab, 1997: 71-81), untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna maka diperlukan beberapa persyaratan, antara lain:
1.	Kondisi eksternal yang dihadapi oleh Badan/Instansi pelaksana;
2.	Tersedia waktu dan sumber daya;
3.	Keterpaduan sumber daya yang diperlukan;
4.	Implementasi didasarkan pada hubungan kausalitas yang handal;
5.	Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubung;
6.	Hubungan ketergantungan harus dapat diminimalkan;
7.	Kesamaan persepsi dan kesepakatan terhadap tujuan;
8.	Tugas-tugas diperinci dan diurutkan secara sistematis;
9.	Komunikasi dan koordinasi yang baik;
10.	Pihak-pihak yang berwenang dapat menuntut kepatuhan pihak lain.

Menurut Grindle (Wibawa, dkk., 1994) implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Isi kebijakan berkaian dengan kepentingan yang dipengaruhui oleh kebijakan, jenis manfaat yang akan dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan, siapa pelaksana program, dan sumber daya yang dikerahkan. Sementara konteks implementasi berkaitan dengan kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasan dan kepatuhan serta daya tanggap pelaksana.

2.1.6.	Model Implementasi Kebijakan Publik
Menurut Dunn (2003:84-86), penggunaan kata model di bidang kebijakan pubik merupakan luar biasa dan diartikan sebagai substitusi dari dunia nyata. Sebuah representasi dari kenyataan yang diharapkan cukup memadai dalam memecahkan permasalahan. Model di bidang kebijakan pubik merupakan penyederhanaan system masalah untuk membantu mengurangi kompleksitas masalah dan memungkinkan dikelola oleh para analisis kebijakan, serta dapat dinyatakan dalam bentuk konsep, diagram, grafik atau persamaan matematis. 
George C. Edward model implementasi kebijakan publiknya dengan Direct and Indirect impact on Implementation. Menurut Edward III, terdapat empat dimensi yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu :
(1)	Komunikasi
Secara umum Edwards membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi dan kejelasan (clarity). Menurut Edward, persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka melaksanakan keputusan-keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan.
(2)	Sumber daya
Sumber daya merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan publik. Sumber-sumber yang penting meliputi : staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.
(3)	Disposisi (kecenderungan-kecenderungan)
Kecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputuusan awal. Demikian pula sebaliknya, bila tingkah laku-tingkah laku atau perspektif-perspektif para pelaksana berbeda dengan pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu  kebijakan menjadi semakin sulit.
(4)	Struktur birokrasi.
Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi baik secara sadar atau tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif, dalam dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan modern. Mereka tidak hanya berada dalam struktur pemerintah, tetapi juga berada dalam Organisasi-organisasi swasta yang lain bahkan di Institusi-institusi pendidikan dan kadangkala suatu sistem birokrasi sengaja diciptakan untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu.

2.2.	Kerangka Berpikir
Penelitian ini memfokuskan pada variabel mandiri Implementasi Kebijakan Raskin Gratis di Kelurahan Maleber Kecamatan Andir Kota Bandung, dengan indicator sebagai berikut :
1)	Komunikasi 
Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Tujuan dan sasaran tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan tejadi resistensi dari kelompok sasaran.
Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu tranformasi informasi (transimisi), kejelasan infosrmasi (clarity) dan konsistensi informasi (consistency). Dimensi tranformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.
2)	Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan.
Isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompentensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tetapi, sumber daya tanpa kebijakan hanya menjadi dokumen saja.
Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan yang dijelaskan sebagai berikut :
a)	Sumber Daya Manusia (Staff)
Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikas, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuatitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang kehandalan sumber daya manusia, implementasi kebijakan akan berjalan lambat.
b)	Anggaran (Budgetary)
Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadahi, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran. 
c)	Fasilitas (facility)
Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.
d)	Informasi dan Kewenangan (Information and Authority)
Informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki.
Sumberdaya yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah ketersediaan sumberdaya manusia, kompetensi, sarana dan prasarana. 
3)	Disposisi 
Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.
Disposisi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah adanya dukungan dan sikap atau komitmen pelaksana (implementor) dalam melaksanakan Implementasi kebijakan raskin gratis di Kelurahan Maleber. Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran.  
4)	Struktur birokrasi 
Struktur birokrasi yang dimaksudkan dalam penelitian adalah adanya mekanisme termasuk Standart Operation Procedur (SOP) dan pembagian tugas yang jelas dalam melaksanakan Implementasi Kebijakan Raskin Gratis. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation procedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.
Penelitian ini menggunakan teori Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat  variabel,  yakni:  (1) komunikasi,   (2) sumber daya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.  (Subarsono, 2005:90)








Gambar 2.4 Skema Kerangka Pemikiran





Berdasarkan kerangka berpikir diatas, dimana teori implementasi kebijakan yang peneliti ambil dari Edwards III (1980), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat  variabel,  yakni:  (1) komunikasi,   (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain  (Subarsono, 2005:90), maka peneliti merumuskan proposisi sebagai berikut:
Penerapan Implementasi kebijakan raskin gratis di Kelurahan Maleber dalam prosedur pelaksanaannya dilihat dari empat dimensi berdasarkan teori Edward III.
Penerapan Implementasi kebijakan raskin gratis di Kelurahan Maleber memiliki kelebihan dan kekurangan dilihat dari empat dimensi berdasarkan teori Edward III.

3.1.	Metode Penelitian
Peneliti akan menguji dari teori yang dikemukan oleh Edward III mengenai implementasi kebijakan publik, selanjutnya peneliti membuat dan menguji rumusan masalah dari teori tersebut, terakhir peneliti mengoperasionalisasikan variabel-variabel yang ada dari terori tersebut.
Penelitian paradigma positivis didefiniskan oleh Neuman (2006: 86) mengatakan bahwa pada penelitian dengan paradigma positivis, peneliti harus obyektif dan netral dalam mengukur aspek kehidupan sosial, memeriksa bukti, dan memperhatikan penelitian lainnya. Menurutnya, “the researcher remains detached, neutral, and objective as he or she measures aspects of social life, examines evidende, and replicates the research of others”.
Tujuan pemilihan pendekatan positivis dalam penelitian ini yaitu karena peneliti ingin menguji atau memverifikasi teori yang sudah ada yaitu teori implementasi kebijakan publik yang dikemukan oleh pakar kebijakan publik Edward III. Selain itu peneliti ingin mengetahui sejauh mana Implementasi kebijakan raskin gratis di Kelurahan Maleber bila dilihat dari teori yang menjadi landasan penulis dalam menganalisis penelitian yang dilakukan.

3.2.	Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif, yaitu dengan tujuan agar peneliti dapat menggambarkan fenomena dan fakta yang terjadi dalam implementasi kebijakan raskin gratis. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Bogdan & Taylor dalam Moleong (2005: 4), mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Lokasi yang digunakan adalah Kecamatan Maleber.
Jenis Penelitian yang digunakan ini dibedakan berdasarkan tujuan, dimensi waktu dan manfaat. Hal ini penting untuk diketahui agar memudahkan dalam memahami jenis penelitian yang akan dilakukan.
Jika dilihat berdasarkan tujuannnya, penelitian ini dapat dikategorikan ke dalam penelitian studi kasus. Studi kasus (case study) merupakan satu penelitian yang dilakukan terhadap suatu “kesatuan sistem”. Kesatuan ini dapat berupa program, kegiatan, peristiwa, atau sekelompok individu yang terikat oleh tempat, waktu, atau ikatan tertentu. Studi kasus adalah suatu penelitian yang diarahkan untuk menghimpun data, mengambil makna, memperoleh pemahaman dari kasus tersebut. Kasus sama sekali tidak mewakili populasi dan tidak dimaksudkan untuk memperoleh kesimpulan dari populasi. Kesimpulan studi kasus hanya berlaku untuk kasus tersebut. Tiap kasus bersifat unik atau memiliki karakteristik sendiri yang berbeda dengan kasus lainnya. Suatu kasus dapat terdiri atas satu unit atau lebih dari satu unit, tetapi merupakan satu kesatuan. Kasus dapat satu orang, satu kelas, satu sekolah, beberapa sekolah tetapi dalam satu kantor kecamatan, dsb. Dalam studi kasus digunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan studi dokumenter, tetapi semuanya difokuskan kearah mendapatkan kesatuan dan kesimpulan.
Jika dipandang dari aspek dimensi waktu, penelitian yang peneliti lakukan termasuk dalam kategori cross sectional studies, yaitu penelitian yang dilakukan pada satu waktu tertentu dan hanya mengambil satu bagian dari femonena sosial pada satu waktu tertentu tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian cross sectional karena peneliti tidak akan melakukan penelitian lain di waktu yang berbeda untuk diperbandingkan.
Berdasarkan manfaat penelitian, jenis penelitian dibagi menjadi dua, yaitu “penelitian murni dan penelitian terapan”. Bila dilihat dari manfaat, penelitian ini termasuk dalam penelitian murni karena berorientasi pada ilmu pengetahun dan akademis. Penelitian dilakukan untuk kepuasan akademis dan tidak memiliki implikasi langsung untuk menyelesaikan suatu masalah. Selain itu penelitian ini tidak terkait dengan tuntutan atau kepentingan-kepentingan pihak manapun sebagai pemberi sponsor.

3.3.	Jenis dan Sumber Data
3.3.1.	Jenis Data
Jenis data yang digunakan dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi (Azwar, 2007:36). Data ini diperoleh dari Kelurahan Maleber Kecamatan Andir Kota Bandung.
Selanjutnya, data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang dapat berupa interview, observasi, maupun penggunaan instrument pengukuran yang khusus dirancang sesuai dengan tujuannya (Azwar, 2007:36). Data primer ini diperoleh dari Kelurahan Maleber Kecamatan Andir Kota Bandung.

3.3.2.	Sumber Data
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif maka pada penelitian ini hanya menggunakan informan sebagai sumber data penelitian, sehingga untuk memperoleh data yang dibutuhkan secara jelas, mendetail, akurat dan terpercaya hanya bias diperoleh melalui informan. Bungin (2009:76) menjelaskan informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek  penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian.

3.4.	 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan melakukan studi dokumentasi (Hamidi: 2010). Analisis data dalam penelitian ini adalah dengan model interaktif. Dalam analisis interaktif, data yang telah terkumpul dibaca, dipelajari dan ditelaah, kemudian dilakukan pembuatan abstraksi. Setelah dilakukan abstraksi, kemudian data disusun dalam satuan-satuan sambil dilakukan pemeriksaan keabsahan data. Tahap akhir yang dilakukan adalah penafsiran data.

3.4.1.	Metode Wawancara Mendalam
Wawancara yang dilakukan baik yang bersifat formal maupun informal dan juga wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Dalam melakukan penelitiannya peneliti juga membuat catatan pengamatan berdasarkan observasi yang telah dilakukan. Tujuan wawancara untuk mendukung data yang diperoleh dari observasi yang telah dilakukan dan juga untuk mengetahui secara mendalam fenomena sosial yang terjadi pada lokus penelitian. Hasil wawancara mendalam juga digunakan untuk melihat kesesuaian dengan data-data sekunder yang didapat oleh peneliti. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara agar memudahkan peneliti dalam melakukan wawancara. 

3.4.2.	Kajian Literatur
Penelitian ini juga didukung oleh data-data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, yang termasuk di dalamnya studi kepustakaan, jurnal, surat kabar, peraturan perundang-undangan, dan dokumen pendukung penelitian. Hal ini diupayakan untuk memberi koridor mengenai pembahasan penelitian ini. Disamping itu dapat membantu mengumpulkan data yang peneliti cari. Selain itu bertujuan untuk untuk mengoptimalkan kerangka teori dalam menentukan arah penelitian, serta konsep dan bahan teoritis lain yang sesuai konteks penelitian.
3.4.3.	Narasumber
Narasumber atau informan yang akan diwawancarai oleh peneliti adalah :
1.	Lurah Maleber Kecamatan Andir. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana kebijakan-kebijakan yang telah diimplementasikan oleh Kelurahan Maleber. Selain itu wawancara ini dilakukan juga untuk memberikan gambaran mengenai sejauhmana implementasi kebijakan ini diterapkan.
2.	Pegawai Kelurahan Maleber. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Raskin gratis di Kelurahan Maleber.
3.	Ketua RW yang bertanggungjawab menyalurkan kepada warga yang mendapatkan raskin gratis.
4.	Masyarakat yang mengetahui penerapan kebijakan raskin gratis di Kelurahan Maleber. Hal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan implementasi dalam pelayanan pada masyarakat khususnya.

Penentuan narasumber atau informan ini tentu saja berdasarkan pemilihan yang sesuai dengan penelitian ini. Maksudnya, narasumber yang dipilih berdasarkan kapasitas dan pengetahuan narasumber yang memang mengusai bidangnya masing-masing. Penetuan narasumber ini diarahkan sebisa mungkin agar para narasumber dapat menjawab pertanyaan yang ditanyakan seputar penelitian ini.

3.5.	Validitas Data
Untuk meningkatkan validitas data, dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi sumber. “Triangulasi sumber berarti mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama” (Saebani, 2008:189). Masih menurut Saebani (2008:189) bahwa “dengan menggunakan triangulasi, sebenarnya peneliti telah mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data”.

3.6.	Pengolahan dan Teknik Analisis Data
Ada tiga komponen yang merupakan model yang saling terjalin atau model interaktif, yaitu :
a.	Reduksi Data
Merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi dari semua jenis informasi yang tertulis lengkap dalam catatan lapangan (fieldnote). Proses ini berlangsung terus sepanjang pelaksanaan penelitian. Bahkan prosesnya diawali sebelum pelaksanaan pengumpulan data di lapangan. Artinya, reduksi data sudah berlangsung sejak peneliti mengambil keputusan, melakukan pemilihan kasus, menyusun pertanyaan penelitian yang menekankan pada fokus tertentu, tentang kerangka kerja konseptual dan bahkan juga waktu menentukan cara pengumpulan data yang akan digunakan. Penelitian ini hanya dibatasi pada Implementasi kebijakan raskin gratis di Kelurahan Maleber Kecamatan Andir. Pembatasan ini bertujuan untuk mempermudah dalam wawancara dan pengumpulan hasil dokumenter. Proses reduksi ini berlangsung terus sampai laporan akhir penelitian siap untuk disusun.
b.	Sajian Data
Merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk narasi lengkap yang untuk selanjutnya memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan. Sajian data ini merupakan rakitan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis, sehingga bila dibaca akan bisa mudah dipahami berbagai hal yang terjadi dan memungkinkan peneliti untuk berbuat sesuatu pada analisis ataupun tindakan lain berdasarkan pemahamannya tersebut. Sajian data yang baik dan jelas sistematikanya, akan banyak menolong peneliti sendiri dalam menyelesaikan pekerjaannya.
c.	Penarikan Simpulan
Dari awal pengumpulan data, peneliti sudah harus memahami apa arti dari berbagai hal yang ia temui dengan melakukan pencatatan peraturan-peraturan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi.

3.7.	Operasionalisasi Konsep
Konsep atau pengertian ini merupakan unsur pokok dari suatu penelitian untuk menghindari adanya penafsiran yang berbeda, maka dari masing - masing variabel secara konsepsional dapat dirumuskan sebagai berikut : 
1)	Implementasi Kebijakan di lingkungan Kelurahan Maleber Kecamatan Andir yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan beras gratis tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
2)	Faktor – faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan terdiri dari faktor pendukung diantaranya pelayanan, keuangan, organisasi dan SDM serta faktor penghambat diantaranya komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.
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BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1.1	Deskripsi Lokasi Penelitian
4.1.1	Gambaran Umum
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional dan peraturan perundang-undangan lainnya telah mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah yang sistematis, terarah, dan terpadu. Seiring dengan perubahan paradigma peranan pemerintah dari power menjadi empowerment telah menuntut aparatur pemerintah kepada posisi yang berorientasi pada pelayanan masyarakat secara propesional, mengingat tuntutan ekternal yang mengharuskan aparatur pemerintah memiliki keunggulan kompetitif.
Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025, disebutkan bahwa RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 merupakan tahap ketiga pembangunan jangka panjang daerah. 
RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 merupakan kesinambungan yang tidak terpisahkan dari RPJMD Kota Bandung Tahun 2009-2013. RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 berada pada transisi di tahapan lima tahunan ketiga (2014-2018).
Pemerintah yang kompetitif dintaranya mewujudkan dengan pemberian otonomi yang luas kepada pemerintah kabupaten/kota, dengan maksud agar masing-masing kabupaten/kota memiliki kemampuan otonom untuk mengatur dan memanfaatkan potensi daerahnya didalam memasuki era kompetisi. Dalam hal ini keunggulan kompetitif ditentukan oleh tersedianya sumber Daya Manusia (SDM), aparatur pemerintah yang professional dan berkualitas, termasuk aparatur Kewilayahan (Kecamatan dan Kelurahan) di masing-masing daerah.
Untuk memperkuat upaya terlaksananya otonomi daerah dan mengoptimalkan pelaksanaannya menjadi semakin baik, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintah Daerah, khususnya mengenai kecamatan bahwa peran kecamatan menjadi strategis dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat di daerah. Kecamatan adalah ujung tombak didalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat. 
Didalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa Kecamatan adalah satuan perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang mendapat pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota/Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Berkaitan dengan pelimpahan kewenangan tersebut, Pemerintah Kota Bandung Nomor: 060/Kep.047.1- BAG.ORPAD/2008. Tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Walikota Bandung kepada Camat Dilingkungan Pemerintah Kota Bandung.
Kecamatan Andir dibentuk berdasarkan pada PP Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung yang juga telah diperkuat lagi dengan Perda Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Dilingkungan Pemerintah Kota Bandung.









Kelurahan Maleber Kecamatan Andir merupakan salah satu wilayah di bagian barat Kota Bandung dengan memiliki luas lahan sebesar 53 Ha.
Secara administratif Kelurahan Maleber dibatasi oleh :
1)	Bagian Selatan : Kelurahan Cijerah
2)	Bagian Utara : Kelurahan Husein Sastranegara
3)	Bagian Timur : Kelurahan Garuda
4)	Bagian Barat : Kelurahan Campaka
Secara geografis Kelurahan Maleber Kecamatan Andir memiliki keseluruhan luas wilayah yang berbentuk datar. Ditinjau dari sudut ketinggian tanah, Kelurahan Maleber berada pada ketinggian 500 m diatas permukaan air laut. Suhu maksimum dan minimum di Kelurahan Maleber berkisar antara 18 - 28 oC, sedangkan dilihat dari segi hujan berkisar 18 – 29 mm/th dan jumlah hari dengan curah hujan yang terbanyak sebesar 45 hari.

4.1.3	Kondisi Aparatur
Jumlah pegawai yang ada di Kelurahan Maleber adalah sejumlah 10 orang dengan rincian sebagai berikut :
1)	Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kelurahan sebanyak 8 orang
2)	Tenaga Magang, sebanyak 2 orang

4.1.4	Kependudukan
Kelurahan Maleber memiliki jumlah penduduk 23.164 jiwa pada bulan Maret tahun 2015 terdiri dari 11602 jiwa laki-laki dan 11565 jiwa perempuan. Jumlah kepala keluarga di Kelurahan Maleber saat ini mencapai sekitar 4.050 KK. Berdasarkan data kependudukan dari kelurahanan Maleber pada tahun 2008 yang dilihat dari segi kepadatan penduduk sebesar 303 jiwa per hektar dan dilihat dari pertumbuhan penduduk, intensitas populasinya akan terus bertambah dari waktu ke waktu.

4.1.5	Kompleksitas Permasalahan
Dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan Maleber terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu :
1)	Aktifitas Perekonomian yang tinggi, serta jumlah penduduk dan heteroginitas penduduk yang sangat padat;
2)	Keberadaan Kelurahan Maleber yang dekat dengan pusat perniagaan memunculkan konsekuensi adanya berbagai permasalahan seperti,kesemrawutan PKL, pasar tumpah, keamanan, perparkiran, lalu lintas, kebersihan, dan lain – lain;
3)	Dalam bidang perekonomian permasalahan UMKM/Koperasi yang sering mengemuka dan terdengar cukup klasik adalah masalah kurangnya modal dan sulitnya pemasaran;
4)	Dalam pelaksanaan pengelolaan modal dan Dana bergulir juga tidak terlepas dari berbagai hambatan dan permasalahan seperti kelesuan usaha, kurang disiplinnya UMKM dalam hal administrasi karena menganggap bantuan sebagai dana hibah;
5)	Salah satu permasalahan lingkungan yang cukup menonjol baik di Kelurahan Maleber maupun Kota Bandung pada umumnya adalah permasalahan sampah sebagai konsekuensi dari padatnya penduduk dan adanya beberapa pasar tradisional;
6)	Di bidang Pendidikan permasalahan yang sering muncul yaitu menyangkut masalah sarana dan prasarana, kesejahteraan tenaga pengajar dan penyelengaraan pendidikan yang terjangkau (murah);
7)	Kerawanan sosial sperti Narkoba, pencurian dan kurangnya kesadaran hukum.

4.1.6	Potensi Wilayah
Kelurahan Maleber telah melakukan berbagai upaya seperti sosialisasi gerakan penghijauan melalui penanaman pohon pelindung dan pohon produktif, penanaman bunga, pembuatan sumur resapan dengan melibatkan beragai elemen masyarakat , juga dalam membersihkan sampah melalui Gerakan Pungut Sampah (GPS) dan kerja bakti.
Salah satu permasalahan lingkungan yang cukup menonjol baik di Kelurahan Maleber maupun Kota Bandung pada umumnya adalah permasalahan sampah sebagai konsekuensi dari padatnya penduduk dan adanya beberapa pasar tradisional. Karenanya dalam berbagai kesempatan, sosialisasi mengenai pengelolaan sampah lingkungan seringkali dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat.




Pada Bab ini akan diuraikan data-data hasil penelitian yang berhasil dikumpulkan dari jawaban informan berdasarkan hasil wawancara di lapangan. Data primer dalam penelitian berasal dari wawancara dengan para informan yang dinilai berkompeten untuk memberikan data yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data primer yang telah dikumpulkan kemudian disajikan dalam bentuk paparan dan penjelasan.
Pihak-pihak yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :
1)	Lurah Maleber Kecamatan Andir. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana kebijakan-kebijakan yang telah diimplementasikan oleh Kelurahan Maleber. Selain itu wawancara ini dilakukan juga untuk memberikan gambaran mengenai sejauhmana implementasi kebijakan ini diterapkan.
2)	Pegawai Kelurahan Maleber. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Raskin gratis di Kelurahan Maleber.
3)	Ketua RW yang bertanggungjawab menyalurkan kepada warga yang mendapatkan raskin gratis.
4)	Masyarakat yang mengetahui penerapan kebijakan raskin gratis di Kelurahan Maleber. Hal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan implementasi dalam pelayanan pada masyarakat khususnya.

4.2.2	Implementasi Program Raskin
Pendekatan dalam implementasi program Raskin menggunakan pendekatan Top Down yang sangat umum. Dikenal dalam wacana Kebijakan Publik, padahal keputusan sering kali tidak selaras dengan materi yang diinginkan oleh masyarakat sebagai akibat dari gerak perubahan keinginan masyarakat lebih cepat dari respon aparat biokrasi terhadap perubahan itu. (Kendala administratif seringkali membuat aparat birokrasi terkesan bekerja lambat), perbedaan karakter sosial antara birokrat dengan masyarakat menyebabkan persepsi mereka berbeda terhadap satu persoalan yang sama.
Sungguhpun demikian Sabatier (Subarsono, 2005) juga mengemukakan dua kelemahan lain dari pendekatan top-down yaitu:
1.	Sebuah kebijakan yang dirumuskan secara berkelanjutan walau secara jelas telah dirumuskan, menyulitkan pemerintah menguak nuansa persoalan baru yang berkembang dalam masyarakat. 
2.	Cenderung melahirkan proses kebjakan publik yang tidak demokratis, bahkan sangat mungkin melahirkan rezim politik yang otoritarian.
Pembahasan terhadap implementasi akan difokuskan pada isi dan lingkungan kebijakan dengan acuan Teori Merilee Grindle. Masing-masing bagian ini akan dibahas berdasarkan fenomena penelitian yang diamati. Proses analisis terhadap fenomena pengamatan dilakukan dengan proses triangulasi baik dari sumber informasi maupun isi informasi.
Pemahaman kepentingan Rumah Tangga Sasaran (RTS) Hasil penelitian menunjukkan bahwa waktu yang terbatas pada saat tahap perencanaan menyebabkan program pelaksanaan Raskin terkesan “dipaksakan”. Keterbatasan waktu tersebut turut mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan masing-masing tahapan dan keseluruhan program. Dalam pentargetan ditemui adanya kesalahan sasaran (mistargeting) meskipun dalam tingkat yang relatif rendah. 
Hal ini terindikasi dari adanya rumah tangga tidak miskin yang menjadi penerima Raskin (leakage) dan adanya rumah tangga miskin yang belum menjadi penerima (undercoverage). Beberapa faktor yang diperkirakan melatarbelakangi kesalahan sasaran adalah:
1)	Tidak meratanya kapasitas pencacah yang tidak ditunjang oleh pelatihan dan bimbingan yang memadai; 
2)	Cukup tingginya subyektivitas pencacah dan juga ketua-ketua SLS (Satuan Lingkungan Setempat) yang bertugas mendaftar rumah tangga miskin 
3)	Prosedur penyaringan rumah tangga sasaran (RTS) tidak dilakukan secara seksama 
4)	Terdapat indikasi adanya penjatahan jumlah rumah tangga target sampai di tingkat rukun tetangga (RT) 
5)	Indikator kemiskinan yang digunakan kurang sensitif dalam menangkap kondisi sosial-ekonomi rumah tangga secara utuh; 
6)	Konsep keluarga atau rumah tangga sasaran (RTS) Raskin tidak ditetapkan secara tegas. 

Dari hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa: 
1)	Alokasi pentargetan kewilayahan sampai tingkat kecamatan relatif cukup baik, sesuai dengan jumlah penduduk miskinnya 
2)	Pentargetan di tingkat RT atau RW menunjukkan hasil tingkat ketepatan sasaran yang bervariasi 
3)	Terdapat indikasi bahwa pendaftaran rumah tangga miskin susulan kurang selektif.
4)	Koordinasi antara aparat pemerintah berjalan baik

Kepentingan kelompok sasaran diakomodir dengan baik melalui tingkat RT ke tingkat RW. Lewat pertemuan-pertemuan bulanan, seperti yang dikemukakan oleh ketua RW 02:
”Sudah sering terjadi, masalah datang dari warga setiap nanti pertemuan di tingkat kelurahan saya sampaikan di pertemuan itu, biasanya setiap bulan. Misalnya ada keluhan kalau berasnya item-item, nanti saya sampaikan di tingkat kelurahan, nanti di tingkat kelurahan menyampaikan ke kecamatan”

Seperti halnya yang dinyatakan oleh ibu Siti (warga RW 06) :
”Kan bisa ngomong ke pak RT dulu atau ke pak RW langsung, biasanya pak RW itu menyampaikan ke pak Lurah”

Hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya masyarakat paham siapa Rumah Tangga Sasaran (RTS) akan tetapi karena kondisi masyarakat, maka para pelaksana berdasarkan kesepakatan warga mengambil kebijakan untuk membagi rata jatah Raskin pada semua warga.
Selanjutnya, koordinasi antara warga masyarakat dengan ketua RW berjalan dengan baik. Hal tersebut berdasarkan pengakuan dan pendapat salah satu warga RW 006
“pak RW selalu nyampein ke kita kalau ada informasi apapun dari kelurahan” 

Selain itu, ketua pak Dedi Hendrawan selaku Ketua RW 10 sendiri mengatakan bahwa:
“setiap ada informasi dari pihak kelurahan maupun kecamatan, saya menyampaikan ke warga melalui rapat koordinasi dengan ketua RT dan beberapa perwakilan warga”

Dari pendapat kedua belah pihak tersebut, dapat dikatakan bahwa koordinasi yang terjalin antara warga dengan Ketua RW berjalan dengan baik dan tepat sasaran.
Mengenai system sosialisasi oleh Kelurahan Maleber, warga berpendapat bahwa sudah baik diterapkan namun ada beberapa catatan yang dapat dijadikan perbaikan oleh Kelurahan Maleber, hal tersebut sesuai pendapat ketua RT 005, yaitu:
“system sosialisasi sudah baik diteapkan, tapi pihak kelurahan harusnya lebih proaktif kepada warga yang kurang antusias dalam kebijakan raskin ini”
Selanjutnya, peningkatan yang dapat dilakukan oleh pihak kelurahan maupun jajaran RW setempat adalah mengenai pendekatan dan sosialisasi berlanjut kepada warga yang berhak menerima raskin. Pendapat ini dipaparkan oleh warga RT 008, yaitu: 
“kata saya mah, pak RW sudah baik penyampaiannya, hanya saja perlu pendekatan lagi kepada warga yang memang dalam kondisi kurang mampu”

Selanjutnya mengenai sarana prasarana, salah satu warga RW 006 berpendapat bahwa:
“transportasi yang digunakan oleh kelurahan untuk penyampaian kepada warga mah sudah bagus pak. Ketua RW di wilayah ini pun selalu bertanggungjawab untuk penyampaian raskinnya. Seperti itu pak. Namun pak, kurangnya sarana pengaduan masyarakat ini menjadi hambatan kami untuk mengadu pak”

Dari pendapat diatas, kita dapat menyimpulkan bahwa warga merasa sarana dan prasarana yang tersedia sudah mempuni dan tanggung jawab ketua RW pun sudah dijalankan dengan baik. Namun warga merasa kurang adanya sarana pengaduan yang bisa warga lakukan ketika ada keluhan. Selain wawancara tersebut, salah satu ketua RT 010 juga berpendapat sama ketika diwawncarai mengenai sarana dan tanggungjawab.
“pak RW nya sangat antusias pak kalau ada informasi. Warga juga merasa seperti itu”

Dari antusias warga dan pihak Rukun Tetangga maupun Rukun Warga diatas, lurah Maleber dan jajaran pegawai juga berpendapat bahwa sebagian besar masyarakat mengetahui kebijakan raskin gratis ini. Selain itu, masyarakat juga mendukung penuh atas kebijakan raskin gratis di Kelurahan Maleber dengan beberapa perbaikan yang harus dilakukan oleh pihak kelurahan maupun jajaran dibawahnya.
Dari wawancara diatas, penulis berpendapat bahwa kebijakan Program Raskin bagi rumah tangga miskin diharapkan dapat menekan peningkatan proporsi penduduk miskin. Namun, tingkat kemiskinan akan semakin tinggi jika tingkat ketepatan semakin rendah. Sementara itu, masalah ketepatan sasaran sendiri dipengaruhi oleh mekanisme penentuan/identifikasi sasaran. Mengingat sasaran program adalah rumah tangga miskin, kriteria dan mekanisme penentuan atau pengukuran kemiskinan menjadi sangat penting, walaupun konsep dan pengukuran kemiskinan itu sendiri masih diperdebatkan oleh banyak kalangan.
Selanjutnya mengenai kelebihan dan kekurangan system sosialisasi kebijakan raskin yang saat ini diterapkan, pak Dedi Selaku Ketua RW 10 mengatakan bahwa:
“kelebihan raskin langsung dapat diterima oleh penerima manfaat, namun kekurangannya adalah belum meratanya penerima manfaat yang salah sasaran dan menimbulkan kecemburuan sosial dan beras yang tidak layak”

Selain itu, Ibu Juarningsih selaku salah satu warga berpendapat juga bahwa:
“kelebihan raskin ini adalah warga yang kurang mampu merasa terbantu dengan adanya raskin, namun terdapat kekurangan juga bahwa perlunya sosialisasi tentang jiwa kemandirian bahwa hidup perlu perjuangan sehingga warga bisa berpikir maju dan bisa merubah pola hidupnya, sehingga tidak tertanam dalam dii mereka bahwa selamanya akan dapat bantuan”

Dari paparan diatas, penulis menyimpulkan bahwa terdapat perbaikan untuk sosialisasi raskin ini kepada masyarakatyang menerima raskin khususnya. Masukan dari salah satu warga juga dilihat dari fenomena di lapangan bahwa banyak masyarakat penerima raskin bergantung kepada bantuan raskin dari pemerintah ini.
Mengenai tujuan kebijakan raskin gratis dari pemerintah, warga sudah banyak mengetahui tujuannya yaitu untuk membantu mengurangi beban hidup masyarakat yang termasuk criteria kurang mampu.
Pengukuran kemiskinan dapat dibedakan dalam dua tingkatan, ukuran kemiskinan makro dan mikro. Ukuran kemiskinan makro biasanya diperlukan untuk pentargetan wilayah (geographic targeting), sedangkan ukuran kemiskinan mikro dibutuhkan untuk sasaran rumah tangga/keluarga.
Pemetaan kemiskinan (poverty mapping), baik yang dihasilkan oleh BPS untuk seluruh wilayah Indonesia menyediakan ukuran-ukuran kemiskinan untuk berbagai tingkatan wilayah dari provinsi sampai dengan desa/kelurahan, yang merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk menentukan pentargetan kewilayahan. Sedangkan untuk pengukuran kemiskinan mikro, yaitu rumah tangga/keluarga, dibutuhkan suatu criteria operasional yang dapat dengan mudah digunakan untuk mengidentifikasi  siapa dan bagaimana orang miskin. Untuk tujuan tersebut, umumnya digunakan pendekatan karakteristik rumah tangga.
Selama ini, kriteria keluarga prasejahtera 2 dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) banyak digunakan dalam penentuan sasaran penerima bantuan. Namun, untuk penentuan sasaran penerima program Raskin kali ini, digunakan kriteria miskin dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang ditentukan dengan menggunakan metode uji pendekatan kemampuan (proxy-means testing) dan didasarkan pada kerangka kerja kontekstual, yang berarti variabel kemiskinan untuk tiap kabupaten/kota tidak selalu sama.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum tingkat kepuasan penerima terhadap pelaksanaan Raskin adalah paling tinggi disbanding tingkat kepuasan aparat/tokoh desa/kelurahan atau kabupaten/kota. Sedangkan cara pencairan Raskin merupakan aspek yang paling memuaskan. Hasil wawancara mendalam bukan penerima juga menunjukkan kondisi tingkat kepuasan yang tidak jauh berbeda.
Penelitian ini juga menunjukkan adanya perbedaan penilaian terhadap keberadaan Raskin. Sebagian aparat kurang setuju karena menganggap Raskin sebagai “program yang hanya memberi ikan, bukannya kail”.  Sebagian aparat lainnya setuju sepanjang pelaksanaannya tepat sasaran. Sementara itu, masyarakat penerima merasa terbantu dengan keberadaan Raskin dan mereka menilai keberadaan program tidak memengaruhi etos kerja.
Pedoman umum Raskin menunjukkan bahwa tujuan program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin melalui pemenuhan pembagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Hal tersebut sudah sesuai dengan yang dirasakan oleh warga seperti yang dikemukakan oleh pak ketua RW 04 :
”Ya jelas bermanfaat sekali untuk warga apalagi situasi sekarang kan tidak menentu, ada yang kerjanya hanya pocokan saja, ada yang tukang bangunan. Ya jelas program ini bemanfaat sekali buat mereka-mereka”

Demikian juga pernyataan dari salah satu warga
”Iya ahamdulillah, saya senang sekali ada beras miskin ini, pengeluaran per bulannya lebh irit”

Hasil dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat (RTS) sangat senang, merasa mendapatkan maanfaat, dan terbantu dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok berupa beras. Meskipun demikian, sebagian besar RTS program Raskin merasa bahwa  pembagian beras kepada warga miskin mempunyai manfaat minimal kebutuhan dalam satu minggu. Beberapa responden yang ditemui menyatakan bahwa program ini harus terus dijalankan dan kalau bisa penerimaan beras dapat tepat waktu dan tepat jumlah.

4.3.	Pembahasan
4.3.1	Prosedur Pelaksanaan Program Raskin Gratis di Kelurahan Maleber
Suatu program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku kelompok sasaran relatif lebih sulit diimplementasikan dari pada program yang sekedar memberikan bantuan kredit atau bantuan beras kepada kelompok masyarakat miskin (Subarsono :2005:93). 
Penulis memetakan prosedur pelaksanaan program raskin gratis dilihat dari 4 dimensi menurut teori Edward III yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. 

4.3.1.1	Komunikasi
Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Selanjutnya, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (street level – bureaucrats) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua). Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan dan dijalankan).
Komunikasi juga penting dalam implementasi kebijakan raskin ini. Permasalahan yang muncul menyangkut komunikasi berkaitan dengan pentargetan dan penyaluran Program Beras Miskin terkait dengan lemahnya sosialisasi program. Hasil  wawancara penulis dengan Bapak Lurah, menyatakan bahwa lemahnya sosialisasi terjadi di semua tahapan pelaksanaan, mulai dari proses pendataan hingga mekanisme pengaduan. 
Meskipun sosialisasi untuk jajaran Pemda dilakukan, namun agak terlambat dan informasinya hanya tentang rencana pendataan. Hal ini diperparah dengan tidak tersedianya petunjuk pelaksanaan program yang menyeluruh di tingkat Pemda. Bahkan beberapa surat yang terkait dengan pelaksanaan Raskin dari pemerintah pusat yang sebenarnya dapat dijadikan dasar hukum Pemda setempat, seperti Inpres, SK Menko Kesra dan SK Mendagri, terlambat datang atau bahkan tidak diterima. Di pihak lain, kurangnya sosialisasi secara menyeluruh justru mendorong munculnya salah persepsi dan kecemburuan sosial.
Secara kelembagaan, di daerah tidak ada yang merasa bertanggungjawab untuk melakukan sosialisasi, sedangkan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) sebagai penanggung jawab sosialisasi nasional hanya melakukan sosialisasi melalui media cetak dan media elektronik yang jangkauannya terbatas dan hanya dapat diakses oleh kalangan tertentu. Upaya penyebaran brosur tentang kriteria rumah tangga miskin pun, selain datangnya terlambat, jumlahnya terbatas, juga kurang informatif bagi masyarakat umum. Selain itu, kelembagaan yang menangani pengaduan dan pemantauan program juga tidak berjalan di semua wilayah.
Keberadaan posko dan mekanisme pengaduan yang tersedia tidak diinformasikan secara luas kepada masyarakat sehingga terjadi variasi jalur pengaduan. Adanya kesalahan sasaran (mistargeting) yang diperparah dengan sosialisasi yang tidak memadai, khususnya tentang kriteria target dan tujuan program, telah memicu munculnya ketidakpuasan masyarakat. Ketidakpuasan masyarakat diungkapkan dalam berbagai bentuk, mulai dari keluhan, protes atau demonstrasi, melakukan ancaman, hingga pengrusakan. 
Pengaduan yang berbentuk aksi protes dan ancaman biasanya ditangani oleh kepala desa/lurah dibantu oleh aparat keamanan/kepolisian. Di beberapa daerah aparat pemda kabupaten/kota dan kecamatan serta BPS juga turun tangan. Aksi protes dan ancaman dari masyarakat tersebut dapat diredam dengan:
1)	Dibukanya pendaftaran susulan bagi masyarakat yang merasa berhak
2)	Adanya kesediaan penerima Raskin untuk membagi sebagian bantuan kepada rumah tangga miskin lainnya
3)	Ada pejabat yang menjanjikan bahwa pendaftar susulan akan menerima Raskin pada tahap berikutnya

4.3.1.2	Sumber Daya
Menurut George C. Edwards III, dalam mengimplementasikan kebijakan, indikator sumber-sumber daya terdiri dari beberapa elemen diantaranya, Staf, Informasi, Wewenang, dan Fasilitas. Staff atau pegawai sangat diperlukan dalam implementasi raskin ini. Selain itu, fasilitas juga sangat menunjang terselenggaranya implementasi ini secara optimal.
Implementor/pelaksana program, dalam hal ini tim dari kelurahan, ketua RW dan ketua RT masing-masing sudah paham terhadap tugasnya dan mendukung Raskin. Sosialisasi Program Raskin adalah kegiatan penunjang  program untuk memberikan informasi yang lengkap sekaligus pemahaman yang sama dan benar kepada seluruh pemangku kepentingan terutama kepada pelaksana, masyarakat umum dan khususnya Rumah Tangga Miskin penerima manfaat. Informasi dan pemahaman yang sama dan benar dimaksud meliputi latar belakang, kebijakan pemerintah, tujuan, sasaran, pengelolaan, pengorganisasian, pengawasan dan pelaporan serta hak-hak kewajibannya masing-masing.
Sosialisasi program Raskin diharapkan pelaksanaan di lapangan sejak awal dapat berjalan secara lancar, tertib, tepat waktu dan terencana sesuai ketentuan yang ditetapkan. Demikian pula, apabila dalam pelaksanaan program masih ditemui adanya indikasi penyimpangan pelaksanaan, seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat umum perlu mengetahui atau mengadukan sekaligus penyelesaian masalahnya melalui jalur Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) yang tersedia.

4.3.1.3	Disposisi
Menurut Edward III dalam Wianrno (2005:142-143) mengemukakan ”kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah-satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif”. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.
Disposisi dalam implementasi raskin berkaitan dengan pelaksanaan distribusi Raskin. Pelaksanaan ini merupakan tanggung jawab dua lembaga, yakni Bulog dan pemerintah daerah (pemda). Bulog bertanggung jawab terhadap penyaluran beras hingga titik distribusi, sedangkan pemda bertangungjawab terhadap penyaluran beras dari titik distribusi hingga rumah tangga sasaran. Selama ini Bulog telah melaksanakan tugasnya dengan relatif baik dan sesuai aturan pelaksanaan. Namun demikian, penilaian keberhasilan program tidak dapat dilakukan secara parsial, karena Raskin merupakan sebuah kesatuan program untuk menyampaikan beras bersubsidi kepada rumah tangga miskin. Berdasarkan hasil tinjauan dokumen dan studi lapangan, permasalahan pelaksanaan Raskin banyak terjadi dari titik distribusi hingga rumah tangga penerima.
Sosialisasi program Raskin dapat dilakukan melalui berbagai cara yang efektif antara lain sebagai berikut:
1)	Rapat Koordinasi
Rapat koordinasi diselengarakan diseluruh tingkatan mulai dari pusat, provinsi, kabupaten/kota sampai desa/kelurahan. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman berbagai instrument yang diperlukan sehingga pelaksanaan program Raskin berjalan dengan baik. Sosialisasi di tingkat desa/kelurahan dilaksanakan  melalui forum musyawarah desa/kelurahan yang telah ada, sebagai forum interaksi antar pelaksana dan masyarakat. Disamping itu, sosialisasi juga dilakukan pada saat pelaksanaan distribusi dan/atau forum pertemuan tingkat desa/kelurahan lainnya.
2)	Media Massa
Sosialisasi melaui media massa dimaksudkan untuk mempercepat dam memperluas jangkauan sasran sosialisasi. Sosialisasi melalui media massa dilakukan melalui media cetak antara lain koran, majalah maupun media elektronik seperti radio, televisi dan internet baik ditingkat nasional maupun daerah.
3)	Media Lainnya
Sosialisasi juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan media lainnya antara lain buklet, brosur, stiker, spanduk maupun forum keagamaan, budaya, arisan dan lain-lain yang dikembangkan dalam bahasa lokal maupun nasional.

4.3.1.4	Struktur Birokrasi
Birokrasi merupakan salah-satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu. Ripley dan Franklin dalam Winarno (2005:149-160) mengidentifikasi enam karakteristik birokrasi sebagai hasil pengamatan terhadap birokrasi di Amerika Serikat, yaitu:
5)	Birokrasi diciptakan sebagai instrumen dalam menangani keperluan-keperluan publik (public affair).
6)	Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi kebijakan publik  yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hierarkinya.
7)	Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda.
8)	Fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang kompleks dan luas.
9)	Birokrasi mempunyai naluri bertahan hidup yang tinggi dengan begitu jarang ditemukan birokrasi yang mati.
10)	Birokrasi bukan kekuatan yang netral dan tidak dalam kendali penuh dari pihak luar.

Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika strukur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalanya pelaksanaan kebijakan.
Berdasakan penjelasan di atas, maka memahami struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan publik. Menurut Edwards III dalam Winarno (2005:150) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: ”Standard Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi”.
Standard operational procedure (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas (Winarno, 2005:150). Ukuran dasar SOP atau prosedur kerja ini biasa digunakan untuk menanggulangi keadaan-keadaan umum diberbagai sektor publik dan swasta. Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat berfungsi untuk menyeragamkan tindakan-tindakan pejabat dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas, sehingga dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan.
Penetapan penerima manfaat Program RASKIN di Kelurahan Maleber menggunakan mekanisme Musyawarah Kelurahan yang dilaksanakan secara transparan dan partisipatif. Musyawarah Kelurahan dilakukan untuk menentukan nama-nama calon penerima manfaat untuk ditetapkan sebagai RTM penerima manfaat sesuai dengan sasaran.
Musyawarah Kelurahan dipimpin oleh Lurah dan diikuti oleh aparat Kelurahan (termasuk Kepala Lingkungan, RW, RT), PLKB, anggota Dewan Kelurahan, institusi kemasyarakatan Kelurahan, tokoh-tokoh masyarakat (agama, adat, dll.) serta perwakilan Rumah Tangga Miskin.
Daftar RTM Penerima Manfaat RASKIN (Format DPM-1) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Lurah, dan disahkan oleh Camat setempat.  RTM Penerima Manfaat yang tercantum dalam DPM-1 diberikan identitas berupa tanda tertentu.
Mekanisme Musyawarah Kelurahan lebih rinci diatur oleh Tim RASKIN Provinsi atau Tim RASKIN Kota Bandung dalam Pedoman Pelaksanaan atau Petunjuk Teknis.
Sosialisasi Raskin di Kelurahan Maleber dengan cara rapat koordinasi melalui musyawarah dengan melibatkan staf kelurahan, para ketua RW dan ketua RT, selanjutnya hasil dari musyawarah diinformasikan kepada warga melalui rapat RT. Implementor cukup paham tugasnya masing-masing, sosialisasi juga berjalan dengan baik sesuai dengan yang diinginkan.
Tujuan program raskin adalah memberikan bantuan dan meningkatkan/membuka akses pangan keluarga miskin dalam rangka memenuhi kebutuhan beras sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan di tingkat keluarga melalui penjualan beras kepada keluarga penerima manfaat pada tingkat harga bersubsidi dengan jumlah yang telah ditentukan dan mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran melalui pemenuhan sebangian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.
Sasarannya adalah terbantu dan terbukanya akses beras keluarga miskin yang telah terdata dengan kuantum tertentu sesuai dengan hasil musyawarah desa/kelurahan dengan harga bersubsidi di tempat, sehingga dapat membantu meningkatkan ketahanan pangan keluarga miskin.

4.3.2	Kelebihan dan Kekurangan dari Berlakunya Kebijakan Raskin Gratis
4.3.2.1	Komunikasi
Sosialisasi program merupakan salah satu kunci keberhasilan sebuah program, namun kegiatan penting ini tidak diatur secara rinci dalam Pedum Raskin. Hal ini menjadi salah satu penyebab bervariasinya kegiatan sosialisasi tingkat aparat antarwilayah dan lemahnya sosialisasi kepada masyarakat.
Tinjauan dokumen menyimpulkan bahwa sosialisasi Raskin kepada pelaksana di jajaran pemda mengandalkan pendekatan struktural birokratis dan umumnya tidak dilakukan secara khusus melainkan dalam bentuk rapat koordinasi. Hal tersebut sejalan dengan temuan lapangan bahwa sosialisasi kepada aparat dilakukan secara berjenjang dan seringkali digabungkan dengan monitoring dan evaluasi. Sosialisasi di tingkat provinsi dilakukan dua kali setahun, sedangkan di tingkat kabupaten/kota bergantung pada masing-masing pemda.
Tinjauan dokumen dan kunjungan lapangan menyimpulkan bahwa sosialisasi kepada masyarakat yang mengandalkan penyebaran informasi informal dari aparat desa/kelurahan dan petugas pembagi merupakan salah satu titik lemah program. Umumnya masyarakat dan penerima manfaat tidak memperoleh informasi program secara menyeluruh. Bahkan banyak di antara mereka yang tidak mengetahui informasi umum, seperti arti Raskin, jatah beras yang seharusnya diterima dan frekuensi penerimaan per tahun. Namun demikian, di wilayah yang dikunjungi, umumnya masyarakat sudah mengetahui esensi program sebagai bantuan beras dari pemerintah untuk masyarakat miskin.
Keterbatasan sosialisasi berpengaruh terhadap transparansi program kepada masyarakat, ketidaktepatan sasaran, dan kesalahan persepsi aparat pemda bahwa Raskin adalah program Pemerintah Pusat sehingga mempengaruhi keseriusan mereka dalam mendukung pelaksanaan program.
Tinjauan dokumen dan kunjungan lapangan menunjukkan bahwa transparansi program masih lemah, baik tentang ketersediaan informasi umum program dan daftar penerima manfaat. Di semua wilayah studi tidak ditemukan adanya informasi tentang Program Raskin yang ditempel di tempat umum atau dapat diakses oleh masyarakat luas. 

4.3.2.2	Sumber Daya
Keberhasilan sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai, dalam hal kualitas dan kuantitas sehingga sumber daya manusia yang ada mencukupi bagi pelaksanaan program. Sumber daya pelaksana program di lingkungan Maleber boleh dikatakan cukup berpendidikan dan berpengalaman akan tetapi untuk meningkatkan pengetahuannya perlu ada penyuluhan dan pelatihan agar kualitasnya mencukupi. Penunjukan Bulog sebagai salah satu pelaksana program Raskin tidak lepas dari kapasitas teknisnya untuk mencairkan beras bagi rumah tangga penerima. Penunjukan ini antara lain mengacu pada syarat kredibilitas dan pengalaman yang telah dimilikinya, mengingat Bulog lazim dilibatkan dalam urusan distribusi beras. Kredibilitas lainnya juga berkaitan dengan luasnya  jaringan dan etos kerja yang dinilai profesional. Kepiawaian Bulog dalam layanan penyaluran beras telah terbukti melalui program-program sosial terdahulu. Ditinjau dari kapasitas jaringannya, cabang Bulog tersebar di hampir semua kabupaten/kota.
Meski demikian, kelayakan penetapan Bulog sebagai pelaksana teknis pencairan beras tidak hanya terpaut dengan unsur kapasitas teknis semata, tetapi lebih dari itu. Unsur tanggung jawab dan komitmen yang tinggi, terutama di tingkat paling bawah tidak kalah penting artinya. Pernyataan ini tidaklah berlebihan mengingat sejumlah kondisi seperti keterbatasan jumlah staf di masing-masing kantor cabang, dan minimnya sarana dan fasilitas komunikasi seperti telepon, komputer dan alat bantu lainnya.
Di semua wilayah, Bulog memiliki beberapa kantor cabang. Meski demikian, seperti juga di banyak daerah lain, tidak semua kecamatan di kabupaten atau kota memiliki Bulog cabang. Jumlah desa/kelurahan dan rumah tangga penerima Raskin yang harus dilayani oleh satu Bulog rata-rata lebih dari 20 desa dengan rata-rata 4.000 orang penerima. Kajian tentang Raskin sepintas memotret suasana layanan di Bulog. Penelitian ini juga merekam berbagai informasi penting seputar layanan pencairan bantuan di Bulog.
Di tengah himpitan beban tugas dan tanggung jawab mencairkan bantuan Raskin kepada penerima, pihak kelurahan mengaku puas dan tetap bersemangat menjalankan program ini. Kepuasan masyarakat juga terpancar  dari apresiasi spontan dan lisan yang acapkali diterima petugas kelurahan dari penerima yang secara tidak sengaja bertemu di jalan atau tempat umum.  Hal ini berbeda dengan yang dihadapi oleh mantis (mantri statistik) BPS setempat yang seringkali menjadi sasaran aksi protes masyarakat miskin nonpenerima.
4.3.2.3	Disposisi 
Keberhasilan suatu program juga dipengaruhi oleh seberapa besar kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Kekuasaan dan kepentingan yang dimiliki dari sebuah implementasi yang ada diharapkan mampu mewujudkan kehendak dan harapan rakyat. Strategi implementasi akan dapat mencapai  keberhasilan dalam pelaksanaan program yang sedang dilaksanakan.
Kekuasaan/kewenangan dan yang membuat strategi dalam distribusi Raskin di kelurahan Maleber adalah para ketua RW dan RT, sedangkan pak lurah hanya koordinator saja. Di tiap-tiap RT dan RW strategi distribusi Raskin berbeda-beda tergantung kondisi masyarakatnya.
Berdasarkan data-data dan informasi di lapangan dapat disimpulkan bahwa kekuasaan, kepentingan cukup mampu mewujudkan kehendak dan harapan rakyat dan strategi implementasi yang dilakukan pada tiap-tiap RW dapat mencapai keberhasilan (berjalan dengan lancar). Peran pimpinan baik pada tingkat kecamatan, kelurahan, RW, RT sangat mendukung agar program Raskin ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kondisi masyarakat. 

4.3.2.4	Struktur Birokrasi
Implementor cukup paham tugasnya masing-masing, sosialisasi juga berjalan dengan baik sesuai dengan yang diinginkan, hanya saja sarana pengaduan kurang memadai. Bulog sebagai pelaksana teknis pencairan beras tidak hanya terpaut dengan unsur kapasitas teknis saja, selain itu unsur tanggung jawab dan komitmen yang di tingkat Kelurahan, RW hingga RT tidak kalah penting artinya.
Raskin disebarkan ke kelurahan di seluruh Indonesia. Penanganan pengaduan tak lagi dapat dimaknai sekadar sebagai saluran kotak saran/pengaduan tanpa kejelasan penanganannya. Proses pengaduan harus berjalan berdasarkan suatu sistem/ mekanisme yang menjamin masyarakat dapat menyampaikan pengaduannya secara mudah dan murah, ada pejabat yang khusus menangani pengaduan, kejelasan waktu penyelesaiannya dan hasil akhir dari pengaduan tersebut, berupa kompensasi ganti rugi atau denda, ataupun perbaikan kebijakan dan pelaksanaan program.
Berkaitan dengan Program Raskin, pemerintah perlu segera mengoptimalkan fungsi infrastruktur pengaduan masyarakat di setiap tingkat pemerintahan dan daerah untuk menampung dan menyelesaikan berbagai pengaduan masyarakat menyangkut program Raskin. Tentu saja, untuk hal ini pemerintah perlu melatih petugas penanganan pengaduan yang proaktif dan sensitif.
Adanya mekanisme pengaduan yang jelas dapat memberikan umpan balik bagi pelaksanaan program pada tahap-tahap selanjutnya, selain menghindari munculnya berbagai aksi kekerasan dan gejolak sosial. Pengembangan mekanisme pengaduan ini juga sepatutnya membuka kesempatan bagi munculnya inisiatif lokal dalam penyelesaian masalah yang dihadapi.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN
1.3	Simpulan
1)	Prosedur Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Raskin Gratis di Kelurahan Maleber berjalan lancar dengan kesimpulan sebagai berikut:
(1)	Implementor cukup paham tugasnya masing-masing, sosialisasi juga berjalan dengan baik sesuai dengan yang diinginkan, hanya saja sarana pengaduan kurang memadai
(2)	Bulog sebagai pelaksana teknis pencairan beras tidak hanya terpaut dengan unsur kapasitas teknis saja, selain itu unsur tanggung jawab dan komitmen yang di tingkat Kelurahan, RW hingga RT tidak kalah penting artinya.
(3)	Raskin disebarkan ke kelurahan di seluruh Indonesia. Penanganan pengaduan tak lagi dapat dimaknai sekadar sebagai saluran kotak saran/pengaduan tanpa kejelasan penanganannya. Proses pengaduan harus berjalan berdasarkan suatu sistem/ mekanisme yang menjamin masyarakat dapat menyampaikan pengaduannya secara mudah dan murah, ada pejabat yang khusus menangani pengaduan, kejelasan waktu penyelesaiannya dan hasil akhir dari pengaduan tersebut, berupa kompensasi ganti rugi atau denda, ataupun perbaikan kebijakan dan pelaksanaan program.
(4)	Berkaitan dengan Program Raskin, pemerintah perlu segera mengoptimalkan fungsi infrastruktur pengaduan masyarakat di setiap tingkat pemerintahan dan daerah untuk menampung dan menyelesaikan berbagai pengaduan masyarakat menyangkut program Raskin. Tentu saja, untuk hal ini pemerintah perlu melatih petugas penanganan pengaduan yang proaktif dan sensitif.
Adanya mekanisme pengaduan yang jelas dapat memberikan umpan balik bagi pelaksanaan program pada tahap-tahap selanjutnya, selain menghindari munculnya berbagai aksi kekerasan dan gejolak sosial. Pengembangan mekanisme pengaduan ini juga sepatutnya membuka kesempatan bagi munculnya inisiatif lokal dalam penyelesaian masalah yang dihadapi.

2)	Kelebihan dan Kekurangan Implementasi Kebijakan Raskin Gratis di Kelurahan Maleber dibagi menjadi dua kesimpulan. Pertama Adanya enam titik kritis dalam proses pelaksanaan Program Raskin yang diakui pemerintah yaitu: 
(1)	proses pencacahan atau pendataan rumah tangga miskin, 
(2)	proses penetapan kategori rumah tangga miskin, 
(3)	proses penyaluran bantuan, 
(4)	proses sosialisasi, 
(5)	proses penanganan pengaduan.
(6)	Penyimpangan kualitas beras 
Kedua, hasil wawancara yang peneliti lakukan, kesimpulan dari kelebihan program raskin ini, warga menikmati banyak manfaat yang dirasakan. Manfaat yang warga rasakan antara lain terbantu dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok berupa beras untuk jangka waktu minimal satu minggu.
Selanjutnya, kekurangan program ini adalah masalah pengaduan yang optimal dilaksanakan. Hal ini menghambat warga yang akan mengadukan permasalahan raskin kepada pihak pemerintah.

1.4	Saran
Pengelolaan Raskin ke depan mengacu pada indikator kinerja Raskin terdapat enam tepat, yaitu :
1)	Tepat Sasaran Penerima Manfaat
Upaya penyempurnaan kartu penerima program harus dikoordinasikan dengan RT, RW dan Kelurahan penerima Raskin sehingga transparan dan akuntabel.
2)	Tepat Jumlah
Jumlah Raskin yang dibagikan ke masyarakat seharusnya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. 
3)	Tepat Harga
Karena raskin yang diimplementasikan oleh pemerintah adalah raskin gratis, maka masyarakat tidak seharusnya dibebankan biaya apapun.
4)	Tepat Waktu
Jadwal distribusi ke masyarakat, sebaiknya sesuai dengan waktu yang dijadwalkan, oleh karena itu dalam hal ini, pemerintah haurs membantu operasional penyaluran raskin hingga sampai ke desa yang dituju.
5)	Tepat Administrasi
Administrasi yang dilakukan oleh RT, RW, maupun Kelurahan harus sesuai dengan prosedur administrasi yang ditetapkan untuk pembagian raskin.
6)	 Tepat Kualitas
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Dokumen :
Data penerima raskin di Kelurahan Maleber Kecamatan Andir Kota Bandung
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